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A. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah 
Setiap Lembaga Keuangan Syariah (LKS), baik perbankan ataupun non bank 
dalam menjalankan kegiatan operasionalnya harus sejalan dan sesuai dengan 
prinsip-prinsip syariah. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 
2008 Tentang Perbankan Syariah, menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah 
prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang 
dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di 
bidang syariah. Penerapan prinsip-prinsip syariah juga harus mengacu pada etika 
bisnis yang secara islami berlandaskan pada Al-Qur’an dan As-sunnah. Etika bisnis 
dalam Islam mengacu pada tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, 
pertanggungjawaban dan ikhsan. 
Untuk mendukung perkembangan LKS di Indonesia, maka diperlukan 
perangkat hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
LKS. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi persengketaan ekonomi syariah yang 
akan terjadi di masa mendatang. Akan tetapi, dalam kegiatannya LKS tidak cukup 
hanya diatur oleh perundang-undangan saja, namun juga dibutuhkan Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) yang mempunyai otoritas di bidang keagamaan sebagai bagian 
dari perangkat hukum LKS, agar kegiatan operasional yang dilakukan LKS sesuai 
dengan prinsip-prinsip syariah. 
Atas alasan tersebut, MUI membuat lembaga khusus yang menangani masalah-
masalah yang berhubungan dengan aktifitas LKS dan lembaga bisnis syariah yaitu 
Dewan Syariah Nasional (DSN), yang termuat dalam Keputusan Dewan Pimpinan 
MUI Nomor kep-754/MUI/II/1999. Fungsi utama DSN adalah mengawasi produk-
produk LKS agar sesuai dengan syariat Islam bukan hanya mengawasi bank syariah 
saja tetapi juga LKS yang lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura, BMT dan 
sebagainya.1  
Fungsi lain dari DSN adalah dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan 
syariah apabila lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang 
telah ditetapkan dan jika lembaga keuangan tersebut tidak mengindahkan teguran 
tersebut, maka DSN dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang.2 Untuk 
menjamin bahwa operasional LKS tidak keluar dari tuntutan syariah, maka DSN-
 
1 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan, (Jakarta: Tazkia 
Institute, 1999), h.285 
2 Ibid, h.286 
Tujuan Pembelajaran 
Pada bab ini, Saudara diharapkan mampu: 
1. Menjelaskan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah 
2. Menjelaskan Lembaga Keuangan dan Lembaga Keuangan 
Bukan Bank 
3. Menjelaskan Lembaga Pemberi Fatwa 
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MUI membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengawasi operasional 
LKS agar senantiasa sesuai tuntutan Syariah.3  
Kehadiran DPS sangat diperlukan karena mereka merupakan wakil DSN di 
LKS. Menurut Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 
03 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan 
Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah, kewajiban LKS terhadap DPS 
adalah menyediakan ruang kerja serta fasilitas yang diperlukan dalam membantu 
kelancaran tugas DPS dan tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha LKS 
agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. 
Salah satu LKS non bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya 
menerapkan prinsip-prinsip syariah adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT 
adalah baitul maal yang kegiatannya lebih mengarah pada usaha-usaha 
pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, infaq, dan 
shadaqah sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran 
dana komersial.4 Peran umum BMT adalah melakukan pembinaan dan pendanaan 
yang berdasarkan sistem syariah, sehingga peran ini menegaskan arti penting 
prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. 
Sebagai LKS yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil 
yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi, maka BMT mempunyai tugas 
penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan 
masyarakat.5 Oleh karena itu, BMT haruslah tetap menjaga prinsip-prinsip syariah 
dengan menerapkan fatwa MUI yang telah ada agar masyarakat kecil tidak merasa 
dirugikan dan di dzalimi. Masyarakat kecil sudah seharusnya dibina dan didanai 
agar dapat melanjutkan keberlangsungan kehidupannya. 
Namun, dalam realisasinya masih banyak BMT yang belum menerapkan 
sepenuhnya fatwa DSN-MUI dalam kegiatan operasionalnya. Sebagai contoh pada 
akad murabahah (jual-beli), fatwa DSN-MUI menyatakan “bahwa bank membeli 
barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian harus sah 
dan bebas riba” (Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 
Tentang Murabahah). 
Menurut Dr. Muhammad Arifin Badri dalam Majalah Pengusaha Muslim6 
menyatakan LKS tidak benar-benar menerapkan ketentuan ini, karena di Indonesia 
bank/BMT hanya berperan dalam sebagai badan intermediasi saja, artinya hanya 
berperan dalam pembiayaan dan bukan membeli barang untuk kemudian dijual 
kembali kepada nasabah. Sehingga diragukan barang yang diperjual-belikan benar-
benar telah dibeli oleh bank/BMT atas nama sendiri, karena jika memang benar 
bank pernah memiliki barang tersebut maka akan tertulis pada laporan keuangan 
bahwa bank/BMT pernah memiliki barang tersebut dan kemudian menjualnya 
kepada nasabah. 
Menurut data statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa 
keuangan (OJK) pada April 2018, terdapat 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit 
 
3 Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: UI-Press, 2011), h.98 
4 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Ekonisia, 2012), h.107 
5 Ibid, h.108 
6 Kholdi Syamsudi, Tabungan di Bank Syariah, Bukan Wadi’ah, (Yogyakarta: Majalah Pengusaha, 
Edisi 25, 2012), h.20 
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Usaha Syariah (UUS) dan 168 BPRS dengan total aset BUS dan UUS sebesar Rp. 
423.944 Miliar. Sedangkan jumlah perusahaan asuransi syariah sebanyak 13, 
perusahaan asuransi UUS sebanyak 50, lembaga pembiayaan syariah sebanyak 7 
dan UUS sebanyak 40, Dana Pensiun Syariah sebanyak 1, Lembaga Keuangan 
Khusus Syariah sebanyak 4, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebanyak 42. 
Detail statistik di atas digambarkan dalam tabel di bawah ini. 
 
Statistik Perbankan Syariah 
OJK, April 2018 
BUS/UUS/BPRS Jumlah Bank Jumlah Kantor Total Aset 
(Miliar Rupiah) 
BUS 13 1.822 292.289 
UUS 21 348 131.655 
BPRS 168 458 - 
Total 202 2.628 423.944 
 
B. Lembaga Keuangan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 
Lembaga Keuangan adalah suatu institusi atau badan usaha yang bergerak di 
bidang jasa keuangan yang bertugas menghimpun aset dalam bentuk dana dari 
masyarakat kemudian menyalurkan dana tersebut untuk pendanaan kegiatan 
ekonomi dan proyek pembangunan dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk 
bunga dengan persentase tertentu dari dana yang disalurkan tersebut. Menurut 
Kasmir lembaga keuangan adalah wadah setiap perusahaan yang bergerak dibidang 
keuangan dimana kegiatan yang dilakukan bisa hanya menghimpun dana saja atau 
hanya menyalurkan atau mungkin bisa kedua-duanya.7 
Sedangkan menurut Dahlan Siamat Lembaga keuangan adalah lembaga 
keuangan adalah badan usaha yang kekayaan utamanya berbentuk aset keuangan 
dibanding aset non-finansial atau riil. Dimana lembaga keuangan sudah 
memberikan kredit atau pembiayaan terhadap nasabah dan menanamkan dananya 
pada surat yang berharga.8 
Adapun fungsi utama dari lembaga keuangan adalah sebagai perantara 
keuangan antara surplus unit (ultimate lenders) dengan defisit unit (ultimate 
borrower). Pada umumnya lembaga keuangan ini berbentuk Perbankan, Pialang 
Saham, Aset Manajemen, Modal Ventura, Koperasi, Dana Pensiun, Asuransi, dan 
bisnis yang sejenis lainnya. 
Semua lembaga keuangan memiliki peranan dan manfaat bagi kalangan 
masyarakat. Berikut ini adalah beberapa peran dan manfaat dari lembaga keuangan 
tersebut: 
1. Pengalihan Aset 
Salah satu peran penting dari lembaga keuangan adalah melakukan 
pengalihan aset (Assets Transmutation). Aset lembaga keuangan dalam 
bentuk dana dipinjamkan kepada pihak lain untuk dikelola dalam masa 
 
7 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.9 
8 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan. “Kebijakan Moneter dan Perbankan”, (Jakarta: 
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia) h.45 
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waktu tertentu. Sedangkan dana tersebut didapatkan dari simpanan 
masyarakat yang menabung di Bank. 
2. Likuiditas 
Peran lembaga keuangan berikutnya adalah berhubungan dengan 
likuiditas (Liquidity) atau kemampuan mendapatkan uang tunai saat 
diperlukan. 
3. Realokasi Pendapatan 
Manfaat lembaga keuangan lainnya adalah sebagai badan usaha yang dapat 
melakukan realokasi pendapatan (Income Reallocation). Dalam hal ini 
lembaga keuangan berperan sebagi tempat realokasi pendapatan agar dapat 
digunakan di masa depan. 
4. Transaksi 
Lembaga keuangan memiliki peranan penting dalam penyediaan jasa dan 
mempermudah transaksi moneter. 
 
Lembaga keuangan terdiri atas 2 jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan 
lembaga keuangan non bank. 
1. Lembaga Keuangan Bank 
Lembaga jenis ini terdiri dari Bank Sentral, Bank Umum dan Bank 
Perkreditan Rakyat. Berdasarkan dari Undang-Undang Pokok Perbankan 
No. 23 Tahun 1998. Jenis bank di Indonesia ada dua yakni Bank Umum 
dan Bank Perkreditan Rakyat. 
a. Bank Sentral, di indonesia dipegang atau dilaksanakan oleh bank 
indonesia. tujuan utama dari bank indonesia sebagai bank sentral 
yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. 
b. Bank Umum adalah bank yang mampu memberikan layanan jasa dalam 
lalu lintas pembayaran, sedangkan pada bank perkreditan rakyat adalah 
bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka 
atau bentuk lainya yang dipersamakan dengan itu. 
c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang 
menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan 
atau bentuk lainnya yang disetarakan dan menyalurkan dananya 
sebagai usaha bpr. bpr ini adalah bank yang khusus untuk melayani 
masyarakat kecil di suatu daerah, kecamatan atau pedesaan. 
 
2. Lembaga Keuangan Non Bank 
Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) menurut UU No. 10 Tahun 1998 
yaitu suatu badan usaha yang melakukan suatu kegiatan di bidang 
keuangan, yang menghimpun dana dengan mengeluarkan kertas berharga 
dan untuk menyalurkannya untuk membayar investasi perusahaan. 
Lembaga ini didirikan pada tahun 1973 yang berdasarkan Keputusan 
Menteri Keuangan No. Kep. 38/MK/I/1972 yang menerbitkan bahwa 
lembaga-lembaga ini bisa melakukan usaha-usaha yaitu sebagai berikut: 
a. Menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat sementara. 
b. Memberi suau kredit jangka menengah. 
c. Mengadakan sebuah penyertaan modal yang sifatnya sementara. 
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d. Bertindak sebagai perantara dari perusahaan indonesia dan badan 
hukum pemerintah. 
e. Bertindak sebagai perantara dalam mendapatkan peserta atau 
kampanye. 
f. Sebagai perantara untuk mendapatkan suatu tenaga ahli dan 
memberikan nasihat-nasihat sesuai keahlian. 
g. Melakukan usaha lain di bidang keuangan. 
 
Terdapat beberapa jenis Lembaga keuangan non bank yaitu: 
a. Pasar Modal adalah suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli 
untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. 
b. Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, pasar uang (money market) di 
Indonesia masih relatif baru jika dibandingkan dengan negara-negara 
maju. namun dalam perkembangan dunia sekarang ini maka pasar uang 
di indonesia juga ikut berkembang walaupun tidak semarak 
perkembangan pasar modal (capital market). 
c. Pegadaian, secara umum pengertian usaha gadai kegiatan menjamin 
barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh 
sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai 
dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. 
d. Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah perjanjian antara lessor 
(perusahaan leasing) dengan lessee (nasabah) dimana pihak lessor 
menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh lessee dengan 
imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. 
e. Koperasi Simpan Pinjam, koperasi merupakan suatu kumpulan dari 
orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. jadi 
keoperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki 
tujuan bersama. secara umum sumber dana kooperasiaan adalah iuran 
wajib, iuran pokok, dan iuran sukarela. 
f. Perusahaan Asuransi, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian 
antara dua pihak atau lebih, dengan pihak penanggung mengikatkan diri 
kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk 
memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, 
kerusakan atau kehilangan keuntungan yang ddiharapkan, atau 
tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan 
diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, 
atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas 
meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. 
g. Anjak Piutang (Factoring) adalah perusahaan yang kegiatannya adalah 
melakukan penagihan dan pembelian, atau pengambilalihan atau 
pengelolaan hutang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau 
pembayaran tertentu milik perusahaan. 
h. Modal Ventura memiliki tujuan yaitu melakukan penanaman modal 
dalam suatu usaha yang mengandung resiko tinggi. 
i. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelolah dan menjalankan 
program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dengan demikian jelas 
6 
 
bahwa yang mengelolah dana pensiun adalah perusahaan yang 
memiliki adan hukum seperti bank umum atau asuransi jiwa. 
j. Kartu Plastik (Kartu Kredit) adalah kartu yang dikeluarkan oleh bank 
atau lembaga non bank yang diberikan kepada nasabah untuk dapat 
dipergunakan sebagai alat pembayaran diberbagai tempat yang 
memakai atm (automated teller machine) seperti dipusat perbelanjaaan, 
hiburan dan perkantoran. 
Lembaga keuangan memiliki beberapa tujuan baik itu Bank maupun Non Bank 
sebagai berikut: 
1. Bank menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan dokumen 
berharga sehingga dana masyarakat lebih aman. 
2. Bank menyalurkan kembali dana yang terhimpun tersebut untuk digunakan 
dalam pembiayaan di bidang ekonomi dan pembangunan. 
3. Bank memberikan bantuan modal dalam bentuk kredit kepada masyarakat 
atau perusahaan untuk modal usaha. 
4. Pengadaian Memberikan Pinjaman Kepada Nasabah Dengan Jaminan 
Barang Atau Surat Berharga. 
5. Koperasi Memberikan Jasa Simpan-Pinjam Bagi Para Anggotanya Supaya 
Pemakai Uang Lebih Produktif Dan Anggotanya Terbebas Dari Rentenir. 
 
C. Lembaga Pemberi Fatwa 
Salah satu Lembaga yang memiliki wewenang untuk memberikan aturan selain 
Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
dalam hal ini adalah Dewan Syariah Nasional (DSN). Para ulama yang 
berkompeten dalam hal hukum-hukum Syariah memiliki fungsi dan peran yang 
sangat besar terhadap perbankan Syariah adalah sebagai berikut: 
1. Dewan Pengawas Syariah (DPS) 
Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi 
jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-
ketentuan Syariah.9 
Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi 
jalannya Lembaga keuangan Syariah sehari-hari agar selalu sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan Syariah. Dewan Pengawas Syariah juga harus 
membuat pernyataan secara berkala (biasanya setiap tahun) bahwa 
Lembaga keluangan Syariah yang diawasi telah berjalan sesuai dengan 
ketentuan Syariah. 
 
2. Dewan Syariah Nasional (DSN) 
Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh MUI untuk 
menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga 
keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis 
Ulama Indonesia yang bertugas menumbuhkembangkan penerapan nilai-
nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor 
keuangan pada khususnya, 
 




termasuk usaha bank, asuransi dan reksadana, pegadaian syari’ah dan pasar 
modal syari’ah.  
Badan ini mempunyai pelaksana harian yang disebut badan pelaksana 
harian Dewan Syariah Nasional adalah badan yang sehari-hari 
melaksanakan tugas Dewan Syariah Nasional. Kemudian Dewan Syariah 
Nasional membentuk dewan syariah yang melaksanakan keputusan Dewan 
Syariah Nasional yaitu Dewan Pengawas Syariah. Anggota Dewan Syari’ah 
Nasional (DSN) harus terdiri dari pakar di bidang syari’ah mu’amalah yang 
juga memiliki pengetahuan umum di bidang perbankan.10 
 
D. Soal Diskusi 
1. Jelaskan perkembangan Lembaga keuangan Syariah di Indonesia! 
2. Apa yang dimaksud dengan Lembaga keuangan bank? 
3. Apa saja yang termasuk dalam Lembaga keuangan bank dan jelaskan! 
4. Apa perbedaan Lembaga keuangan bank dan non bank! 











































A. Konsep Islam Tentang Harta 
Harta dalam pandangan Syariah memiliki arti yang berbeda dengan harta 
dalam pandangan konvensional. Secara umum yang membedakan keduanya 
terletak pada posisi harta. Dalam pandangan konvensional harta sebagai alat 
pemuas kebutuhan sedangkan dalam pandangan Syariah posisi harta sebagai 
wasilah/perantara untuk melakukan penghambaan kepada Allah SWT. Perbedaan 
pandangan ini berimplikasi pada definisi tentang harta, fungsi harta, dan bahkan 
ekisistensi harta.11 
Islam telah menggambarkan jalan yang suci dan lurus bagi umatnya guna 
memperoleh harta yang halal dan baik. Dibawah ini disebutkan beberapa cara 
meraih harta dalam islam:  
1. Pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, 
termasuk harta benda, adalah Allah SWT. 
Kepemilikan oleh manusia hanya relatif, sebatas untuk melaksanakan 
amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya. Dalam 
Al-Qur’an hal ini sudah dijelaskan pada firman-Nya yang artinya: 
 
“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah 
sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. 
Maka, orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan 
(sebagian) dari hartanya mendapatkan pahala yang besar.” (QS. al-
Hadiid:7) 
 
Dan pada ayat lain Allah SWT mengatakan: 
 
“… dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang 
dikaruniakan-Nya kepada kalian….” (QS. Nuur:33). 
 
 
Dalam sebuah hadits riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW juga bersabda: 
 
“Seseorang pada Hari Akhir nanti pasti akan ditanya tentang empat hal: 
usianya untuk apa dihabiskan, jasmaninya untuk apa dipergunakan, 
 
11 M. Yazid Afandi, Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah, 
(Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h.18 
Tujuan Pembelajaran 
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hartanya dari mana didapatkan dan untuk apa dipergunakan, serta ilmunya 
untuk apa dia pergunakan.” 
 
2. Menurut Islam status harta yang dimiliki manusia dapat dilihat dari berbagai 
sudut pandang, antara lain: 
a) Harta sebagai amanah (titipan) dari Allah SWT. Manusia hanyalah 
pemegang amanah karena memang tidak mampu mengadakan benda 
dari tiada menjadi ada.  
b) Harta sebagai perhiasan hidup. Hal ini memungkinkan manusia untuk 
menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Manusia 
memiliki kecenderungan yang kuat untuk memiliki, menguasai dan 
menikmati harta. Sebagaimana firman-Nya yang artinya: “Dijadikan 
indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang 
diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta dan sawah ladang. 
Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali 
yang baik (surga).” (QS. Ali Imran: 14). Kemudian dalam ayat lain 
disebutkan “Sebagaimana perhiasan hidup, harta sering menyebabkan 
keangkuhan, kesombongan, serta kebanggaan diri.” (QS. al-‘Alaq: 6–
7). 
c) Harta sebagai ujian keimanan. Hal ini berkaitan dengan cara 
mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam 
ataukah tidak. Allah SWT berfirman: “Dan Ketahuilah, bahwa hartamu 
dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di 
sisi Allah-lah pahala yang besar.” (QS. al-Anfaal: 28). 
d) Harta sebagai bekal ibadah. Harta digunakan untuk melaksanakan 
perintah-Nya dan muamalah di antara sesama manusia, melalui zakat, 
infak dan sedekah. Allah SWT berfirman: “Berangkatlah kamu baik 
dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu 
dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih 
baik bagimu, jika kamu Mengetahui.” (QS. At-Taubah:41). 
 
3. Proses kepemilikan harta. Harta dapat dimiliki melalui usaha (a’mal) atau 
mata pencaharian (ma’isyah) yang halal dan sesuai dengan aturan-Nya. 
Banyak ayat Al-Qur’an dan hadits nabi yang mendorong umat Islam 
mencari nafkah secara halal. Misalnya firman Allah SWT yang artinya: 
“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di 
segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya…” (QS. al-
Mulk: 15) 
 
Dalam ayat lain Allah SWT berfirman yang artinya: “Hai orang-orang 
yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu 
yang baik-baik…” (Al-Baqarah:267) 
 
4. Dilarang mencari harta, berusaha, atau bekerja yang dapat melupakan 
kematian, melupakan dzikrullah (tidak ingat kepada Allah dengan segala 
ketentuan-Nya), melupakan shalat dan zakat, serta memusatkan kekayaan 
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hanya pada sekelompok orang kaya saja. Sebagaimana firman Allah SWT 
yang artinya: 
 
“Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Sampai kamu masuk ke 
dalam kubur.” (QS. At-Takaatsur: 1–2). 
 
“Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu 
melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat 
demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi.” (QS. Al-
Munaafiquun: 9). 
 
“Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual 
beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) 
membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati 
dan penglihatan menjadi goncang.” (QS. An-Nuur: 37). 
 
5. Dilarang menempuh usaha yang haram, seperti melalui kegiatan riba (QS. 
Al-Baqarah: 273–281), perjudian, jual-beli barang yang dilarang atau haram 
(QS. Al-Maa’idah: 90–91), mencuri, merampok, penggasaban (QS. Al-
Maa’idah: 38), curang dalam takaran dan timbangan (QS. Al-Muthaffifiin: 
1–6), cara-cara yang batil dan merugikan (QS. Al-Baqarah: 188), dan suap-
menyuap (HR Imam Ahmad). 
 
B. Lembaga Keuangan Syariah  
Dalam sistem ekonomi Islam, suatu identitas usaha seperti lembaga keuangan 
syariah merupakan instrumen yang digunakan untuk menerapkan aturan-aturan 
ekonomi. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian 
dari keseluruhan sistem sosial. Karenanya, Islam menolak pandangan yang 
menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang bebas nilai (value free). 
Salah satu bentuk bisnis yang dijalankan secara syariah adalah bisnis keuangan 
yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan baik yang berbentuk bank atau 
non bank. Lembaga Keuangan Syariah merupakan salah satu sektor ekonomi Islam 
yang berkembang pesat pada beberapa dekade terakhir. Perkembangan yang pesat 
ini tidak hanya didorong oleh memburuknya sistem perekonomian dunia uang 
dimotori oleh sistem konvensial, akan tetapi juga oleh semangat religius dan 
kepetingan praktis pragmatis dalam membangun perekonomian umat. 
 Karena lembaga keuangan syariah berdiri di atas fondasi syariah, maka ia 
harus senantiasa sejalan dengan syariah (shariah compliance). Baik dalam spirit 
maupun aspek teknisnya. Dalam ajaran islam, transaksi keuangan harus terbebas 
dari transaksi yang haram, berprinsip kemaslahatan (tayyib), misalnya bebas dari 
riba, gharar, riswah, dan masyir.  
Secara umum dapat dikatakan bahwa keuangan Islam harus mengikuti kaidah 
dan aturan dalam fiqh muamalah. Persyaratan-persyaratan ini akan mengakibatkan 
adanya perbedaan yang relatif subtansial antara keuangan Islam dan keuangan 
konvensial. Faktor lain yang membedakan adalah adanya Dewan Pengawas Syariah 
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dalam struktur organisasi lembaga keuangan syariah yang bertugas mengawasi 
produk dan operasionalnya. 
Lembaga Keuangan Syariah menurut Dewan Syariah Nasional adalah lembaga 
keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin 
operasional sebagai Lembaga Keuangan Syariah. Definisi ini menegaskan bahwa 
sesuatu Lembaga Keuangan Syariah harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur 
kesesuaian dengan syariah islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga 
keuangan. Unsur kesesuaian suatu Lembaga Keuangan Syariah dengan syariah 
islam secara tersentralisasi diatur oleh Dewan Syariah Nasional, yang diwujudkan 
dalam berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Unsur legalitas 
operasi sebagai lembaga keuangan diatur oleh berbagai instansi yang memiliki 
kewenangan mengeluarkan izin operasi. 
 
C. Akad/Kontrak/Transaksi 
Akad dalam Bahasa arab berarti “ikatan” atau pengencangan dan penguatan 
antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun 
abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi. Sedangkan menurut istilah akad 
adalah menghubungkan suatu kehendak suatu pihak dengan pihak lain dalam suatu 
bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal.  
Dalam akad pada dasarnya dititikberatkan pada kesepakatan antara kedua belah 
pihak yang ditandai dengan ijab qabul. Ijab qabul adalah suatu pernyataan atau 
perbuatan yang menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh 
dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak 
berdasarkan syara’. Karena itu, dalam islam tidak semua bentuk kesepakatan atau 
perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak 
didasarkan pada keridhaan dan Syariah islam.12 
 
Rukun dan Syarat Akad  
Rukun akad ada tiga yaitu: 
1. Dua orang atau lebih yang melakukan akad (transaksi) disebut Aqidain. 
2. Sighat (Ijab dan Qabul). 
3. Ma’qud ‘alaih (sesuatu yang diakadkan). 
 
Syarat Akad ada tiga (3) yaitu: 
1. Syarat orang yang bertransaksi antara lain: berakal, baligh, mumayis dan 
orang yang dibenarkan secara hukum untuk melakukan akad. 
2. Syarat barang yang diakadkan antara lain: bersih, dapat dimanfaatkan, 
milik orang yang melakukan akad dan barang itu diketahui keberadaannya. 
3. Syarat sighat: dilakukan dalam satu majlis, ijab dan qabul harus ucapan 






12 Qamarul Huda, Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Texas, 2011), h.25-26 
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D. Soal Diskusi 
1. Bagaimana cara memperoleh harta menurut islam? 
2. Apa maksudnya harta sebagai ujian keimanan! 
3. Sebutkan definisi Lembaga keuangan Syariah! 
4. Unsur apa saja yang harus dimiliki oleh Lembaga keuangan Syariah? 






















































A. Definisi, Asas, dan Tujuan Bank Syariah 
Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi kredit 
dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang 
pengoprasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.13 Menurut 
Undang-undang No.10 tahun 1998 Bank Syariah adalah Bank yang melaksanakan 
kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.  
Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan 
transaksinya adalah efesiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada 
prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar 
mungkin. Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga produknya sangat 
berbeda dengan bank konvensional.  
Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada kesepakatan antara bank 
dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka 
waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan 
diterima penyimpan. 
Kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah antara lain adalah kegiatan 
usaha yang tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan oleh syariat islam. 
Unsur-unsur tersebut antara lain: 
1. Riba 
Adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam 
transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan 
waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang 
mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan karena 
berjalannya waktu (nasi’ah). 
2. Maisir 
Adalah transaksi yang digantungkan atau tidak jelas kepada suatu keadaan 
yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. 
3. Gharar 
Dapat diartikan sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, 
tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat 
transaksi yang dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. 
 
 
13 M. Nadratatuzzaman Hosen, Perbankan Syariah, (Jakarta: pkes Publishing, versi e-book, 2008) h.24 
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Dapat diartikan sebagai transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. 
5. Zalim 
Dapat diartikan sebagai transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi 
pihak lainnya. 
Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. 
Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu 
tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Suatu hal yang sangat 
menggembirakan bahwa belakangan ini para ekonom Muslim telah mencurahkan 
perhatian besar, guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam 
transaksi perbankan dan membangun model teori ekonomi yang bebas dan 
pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan. 
Oleh karena itu, maka mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut 
dengan bank syariah didirikan. Tujuan perbankan syariah didirikan dikarenakan 
pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan. Dalam sistem 
bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan 
kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga.14 
 
B. Fungsi Bank Syariah 
Bank Syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional, 
fungsi bank syariah juga merupakan karakteristik dari bank Syariah itu sendiri. 
Dengan diketahui fungsi bank syariah yang jelas akan membawa dampak dalam 
pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah. Banyak para pengelola bank syariah yang 
tidak memahami dan menyadari akan fungsi bank syariah ini yaitu dengan 
menyamakan fungsi bank syariah dengan fungsi bank konvensional. Sehingga 
membawa dampak dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah 
yang tersebut. Bank Syariah memiliki empat fungsi, yaitu: 
1. Fungsi Manager Investasi 
Salah satu fungsi bank syariah yang sangat penting adalah sebagai manager 
investasi. Bank syariah merupakan manager investasi dari pemilik dana 
(shahibul maal) dari dana yang dihimpun (dalam perbankan lazim disebut 
dengan deposan atau penabung), karena besar-kecilnya pendapatan (bagi 
hasil) yang diterima oleh pemilik dana tersebut sangat tergantung pada 
pendapatan yang diterima oleh bank syariah dalam mengelola dana 
mudharabah sehingga sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan 
profesionalisme dari bank syariah.  
Fungsi ini tidak banyak diketahui, dimengerti, dan dipahami oleh para 
bankir yang bekerja di bank syariah, yang kebanyakan masih menggunakan 
paradigma pola kerja bank konvensional. Penyaluran dana yang dilakukan 
oleh bank syariah yang diharapkan mendapatkan hasil, mempunyai 
implikasi langsung kepada pemilik dana. Jika investasi yang dilakukan 
bank syariah mengalami pembayaran yang tidak lancar bahkan sampai 
macet, dapat mengakibatkan pendapatan yang diperoleh kecil dan 
pendapatan yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun menjadi kecil 
 
14 Zaenul Arifin, Dasar-dasar Manejemen Bank Syariah, (Jakarta, Alvabet, 2002) h.39-40 
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pula. Besarnya dana atau investasi yang dilakukan oleh bank syariah 
bukanlah otomatis pendapatan bagi hasil besar yang diterima oleh pemilik 
dana yang dihimpun. 
 
2. Fungsi Investor 
Dalam penyaluran dana baik dalam prinsip bagi hasil (mudharabah dan 
musyarakah), prinsip ujroh (murabahah, salam dan salam parallel, 
istishna dan istishna paralel) bank syariah berfungsi sebagai investor 
sebagai pemilik dana. Oleh karena itu sebagai pemilik dana maka dalam 
menanamkan dana dilakukan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan 
dan tidak melanggar Syariah Islam, ditanamkan pada sektor-sektor 
produktif dan mempunyai risiko yang sangat minim. Keahlian 
profesionalisme sangat diperlukan dalam menangani penyaluran dana ini. 
Penerimaan pendapatan dan kualitas aktiva produktif yang sangat baik 
menjadi tujuan yang penting dalam penyaluran dana, karena pendapatan 
yang diterima dalam penyaluran dana inilah yang akan dibagikan kepada 
pemilik dana (deposan atau penabung mudharabah). Jadi, fungsi ini sangat 
terkait dengan fungsi syariah sebagai manager investasi. 
 
3. Fungsi Jasa Keuangan 
Dalam menjalankan fungsi ini, bank syariah tidak jauh berbeda dengan 
bank non syariah, seperti misalnya memberikan pelayanan kliring, transfer, 
inkaso, pembayaran gaji dan sebagainya hanya saja yang sangat 
diperhatikan adalah prinsip-prinsip syariah yang tidak boleh dilanggar. 
Bank Syariah juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk 
memperoleh imbalan atas dasar agency contract atau sewa. Contohnya 
meliputi Letter of guarantee, wire transfer, letter of credit, dll. 
 
4. Fungsi Sosial 
Fungsi ini merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Ada dua 
instrumen yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi 
sosialnya, yaitu instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ziswaf) dan 
instrumen qardhul hasan. Instrumen Ziswaf berfungsi untuk menghimpun 
ziswaf dari masyarakat, pegawai bank, serta bank sendiri sebagai lembaga 
milik para investor. Instrumen qardhul hasan berfungsi menghimpun dana 
dari penerimaan yang tidak memenuhi kriteria halal serta dana infak dan 
sadaqah yang tidak ditentukan peruntukannya secara spesifik oleh yang 
memberi. 
 
C. Kegiatan Usaha Bank Syariah 
Bank syariah memiliki beberapa bentuk kegiatan usaha yang terhimpun dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia no. 21 tahun 2008, tepatnya pada pasal 
19. Dalam pasal 19 ini dijelaskan bahwasannya kegiatan usaha Bank syariah 
meliputi 3 pokok kegiatan yakni penghimpunan dana masyarakat, penyaluran 
dana langsung maupun tak langsung, dan jasa layanan. 
1. Penghimpunan dana dari masyarakat 
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Dalam kegiatan penghimpunan dana, bank syariah melakukan beberapa 
program atau kegiatan sebagai berikut: 
a) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan 
maupun dalam bentuk lainnya. Segala bentuk penyimpanan dana ini 
harus disamakan dan disesuaikan dengan nilai-nilai keislaman tepatnya 
harus berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah yakni akad 
wadi’ah. Yang dimaksud dengan wadiah adalah sebuah titipan yang 
dilakukan oleh satu orang ke pihak yang lainnya baik dalam lingkup 
individu maupun badan hukum dan harus dijaga serta dikembalikan 
kepada pihak yang melakukan titipan. Wadiah ada 2 jenis, yaitu: 
wadiah yad dhamanah dan wadiah ya amanah. Wadiah Yad Dhamanah 
(simpanan yang dijamin) dimana titipan yang selama belum 
dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima 
titipan15. Wadiah Yad Amanah (kepercayaan) ialah dimana penerima 
titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai 
diambil kembali oleh penitip.16 
 
b) Melakukan penghimpunan dana dalam bentuk investasi baik dalam 
bentuk tabungan, deposito, giro atau dalam bentuk yang lainnya yang 
penting didasarkan pada salah satu akad Ekonomi Syariah yakni akad 
mudharabah.  
Yang dimaksud dengan akad mudharabah adalah sebuah kesepaktan 
kerjasama natar dua pihak, dimana pihak pertama menjadi penyedia 
modal dan pihak kedua menjadi pengelola modal tersebut. 
 
2. Penyaluran dana langsung maupun tak langsung 
Kegiatan usaha penyaluran dana ini fokus pada tiga aspek penting yakni 
jual beli, sewa dan investasi. 
a) Jual Beli 
Jual beli yang dilakukan dalam Bank syariah ini berbeda dengan jual 
beli yang dilakukan pada umumnya, dimana kegiatan jual beli ini bisa 
dilaksanakan dengan 3 skema, yakni skema salam, murabahah dan 
istishna’.  Dalam jual beli murabahah penjual memperoleh sebuah 
keuntungan dari kesepakatan bersama antara pembeli dan penjual. Jika 
di perbankan syariah yang menjadi penjual adalah Bank syariah dan 
yang menjadi pembeli adalah nasabah.  Sedangkan untuk skema salam 
pelunasan pembayaran harus dilaksanakan sebelum barang atau produk 
sampai pada tangan pembeli. Dan skema istishna’ merupakan jual beli 
dimana penjual melaksanakan apa yang diminta oleh pembeli bisa 
dibilang pembeli merupakan salah satu fokus utama bagi penjual. 
b) Sewa 
Sewa merupakan salah satu jenis kegiatan yang dilakukan oleh bank 
syariah. Dimana sewa disini memiliki dua skema yakni skema ijarah 
 
15 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah; dari Teori ke Praktek, (Jakarta, Gema Insani Press, 
2001) h. 84 
16 Ibid, h.85 
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dan muntahiyah bittamlik. Skema ijarah adalah penyewaan suatu 
barang atau produk dalam waktu tertentu tanpa adanya perpindahan 
kekuasaan atau kepemilikan. Sedangkan sewa dengan skema 
muntahiyah adalah penyewaan yang terdiri dari kombinasi sewa dan 
jual beli, dimana barang atau apapun yang disewakan akan dijual pada 
akhir periode sewanya. 
c) Investasi  
Investasi dalam Bank syariah bisa dilakukan dengan dua skema atau 
akad, yakni mudharabah dan musyarakah. Dimana jika mudharabah 
pengelola dana memiliki hak dan kewenangan untuk 
memanfaatkannya, namun jika musyarakah pihak pengelola dibatasi 
dengan pengawasan dari pemilik modal. 
 
3. Jasa Pelayanan 
Jasa pelayanan yang diberikan bank Syariah kepada nasabah dan 
masyarakat luas meliputi: 
a) Melaksanakan pengambil alihan atau pemindahan tangan atas suatu 
hutang yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonimi syariah berupa 
akad hawalah. 
b) Memberlakukan dan usaha pengadaan kartu debit ataupun kartu 
pembiayaan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. 
c) Melakukan pembelian, penjualan serta memberikan jaminan kepada 
pihak ketiga atas resiko yang timbul atas surat berharga yang 
diterbitkan pada transaksi yang nyata dan tentunya berlandaskan pada 
beberapa prinsip syariah seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, 
kafalah dan lainnya. 
d) Melaksanakan pembelian atas surat-surat berharga berdasarkan pada 
prinsip-prinsip syariah yang berlaku yang tentunya diterbitkan oleh 
pihak yang berwenang seperti pemerintahan atau Bank Indonesia. 
e) Menerima pembayaran atas tagihan dari surat-surat berharga serta 
melaksanakan perhitungan dengan pihak ketiga dengan tujuan untuk 
menyamakan persepsi dan harus didasarkan pada prinsip-prinsip 
syariah. 
f) Memberlakukan sistem atau program penitipan dalam bentuk apapun 
sesuai dengan kepentingan nasabah berdasarkan atas suatu akad yang 
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. 
g) Mempersiapkan dan menyediakan tempat atau ruang bagi 
penyimpanan barang serta surat-surat berharga yang didasarkan atas 
prinsip-prinsip syariah. 
h) Melakukan kegiatan pemindahan uang untuk kepentingan mandiri 
maupun kepentingan yang dimiliki oleh para nasabah dan tentunya 
harus berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. 
i) Memberlakukan atau menjalankan fungsi sebagai sebuah pihak yang 
menjadi wali amanat berdasarkan pada akad wakalah. 
j) Menyediakan sebuah fasilitas berupa surat kredit atau berupa bank yang 
memberikan garansi berdasarkan atas prinsip-prinsip syariah yang baik. 
18 
 
D. Prinsip-prinsip dalam Penghimpunan Dana Bank Syariah 
Penghimpunan dana dalam bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan 
deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana 
masyarakat adalah prinsip wadi’ah dan mudharabah. 
1. Prinsip Wadiah 
Prinsip yang diterapkan adalah wadiah. Wadiah adalah akad antara 
pemilik dengan penyimpan, untuk menjaga harta/modal dari kerusakan 
atau kerugian dan untuk keamanan harta. Sesuai dengan QS Annisa (4):58:  
 
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya.”  
 
Wadiah terdiri dari dua jenis, yakni sebagai berikut: 
a) Wadiah Yad Amanah 
Wadiah Yad Amanah (kepercayaan) ialah dimana penerima titipan 
tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil 
kembali oleh penitip. Ciri-ciri Wadiah Yad Amanah adalah sebagai 
berikut: 
• Penerima titipan (costudian) adalah memperoleh kepercayaan 
(trustee). 
• Harta/modal/barang yang berada dalam titipan harus dipisahkan. 
• Harta dalam titipan tidak dapat digunakan. 
• Penerima titipan tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan 
simpanan. 
Penerima titipan tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan 
atau kerusakan harta yang dititipkan kecuali bila kehilangan atau 
kerusakan itu karena kelalaian penerima titipan atau bila status titipan 
telah berubah menjadi Wadiah Yad Dhamanah. 
 
b) Wadiah Yad Dhamanah 
Wadiah Yad Dhamanah (simpanan yang dijamin) dimana titipan yang 
selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh 
penerima titipan. Ciri-ciri Wadiah Yad Dhamanah adalah sebagai 
berikut: 
• Penerima titipan adalah dipercaya dan penjamin barang yang 
dititipkan 
• Harta dalam titipan tidak harus dipisahkan 
• Harta/modal/barang dalam titipan dapat digunakan untuk 
perdagangan 
• Penerima titipan berhak atas pendapatan yang diperoleh dari 
pemanfaatan harta titipan dalam perdagangan 
• Pemilik harta/modal/ barang dapat menarik kembali titipannya 
sewaktu-waktu. 
Karena bersifat titipan pula, maka tidak ada kewajiban bagi pihak yang 
menitipkan (nasabah) untuk memberikan imbalan apapun kepada bank, 
dan bank tidak berkewajiban memberikan imbalan apapun kepada 
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nasabah sekalipun dananya sudah dikelola secara komersial. Namun 
pihak bank boleh memberikan athaya (bonus) kepada nasabah dengan 
catatan tidak diperjanjikan di depan atau dituangkan dalam akad. 
 
2. Prinsip Mudharabah 
Prinsip yang digunakan selanjutnya adalah mudharabah. Mudaharabah 
disebut juga Muqarradah yang berarti bepergian untuk urusan dagang. 
Secara muamalah, Al-mudharabah adalah Akad kerjasama antara pemilik 
dana (shahibul maal) dengan pengusaha (mudharib) untuk melakukan suatu 
usaha bersama.17 Keuntungan yang diperoleh dibagai antara keduanya 
dengan perbandingan nisbah yang disepakati sebelumnya. 
 
Mudharabah terdiri dari 2 jenis, yaitu: 
a) Mudharabah Muthlaqah 
Adalah jenis mudharabah dimana pemilik (shahibul maal) dana 
memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (mudharib) untuk 
mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan 
menguntungkan.  
Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan 
pengelolaan sesuai dengan kebiasaan usaha normal yang sehat (uruf) 
(bank biasanya menggunakan produk tabungan dan deposito untuk 
jenis ini). 
b) Mudharabah muqayyadah 
Adalah jenis mudharabah dimana pemilik dana menentukan syarat dan 
pembatasan kepada pengelola dan pengguna dana tersebut dengan 
jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya. (untuk jenis ini akan 
dibahas pada topik pembiayaan) 
 
Karakteristik umum tabungan berdasarkan mudharabah, yaitu: 
a) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik 
dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. 
b) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai 
macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah dan 
mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak 
lain. 
c) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan 
bukan piutang. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk 
nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 
d) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan 
menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. 
e) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah 








E. Soal Diskusi 
1. Unsur-unsur yang diharamkan apa saja yang harus terkandung didalam 
kegiatan usaha sesuai syariat islam? 
2. Sebutkan fungsi bank Syariah! 
3. Salah satu fungsi bank adalah fungsi sosial, coba jelaskan fungsi sosial 
tersebut! 
4. Kegiatan usaha penyaluran dana ini berfokus pada tiga aspek penting, 
sebutkan dan jelaskan ketiga aspek tersebut! 
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A. Kerangka Dasar 
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah 
(KDPPLK Syariah) merupakan pengaturan akuntansi yang memberikan konsep 
yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan atas transaksi syariah. 
Adanya perbedaan karakteristik antara bisnis yang berlandaskan pada syariah 
dengan bisnis konvensional menyebabkan ikatan akuntan Indonesia (IAI) 
mengeluarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keungan bank 
syari’ah (KDPPLKBS) pada tahun 2002. KDPPLKBS selanjutnya disempurnakan 
pada tahun 2007 menjadi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan 
keuangan syari’ah (KDPPLKS). Penyempurnaan KDPPLKS terhadap KDPPLKBS 
di lakukan untuk memperluas cakupannya sehingga tidak hanya untuk transaksi 
syari’ah pada bank syari’ah, melainkan juga pada jenis institusi bisnis lain, baik 
yang berupa institas syari’ah maupun institas konvensional yang bertransaksi 
dengan skema syari’ah. 
Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI telah menyusun asas-asas 
transaksi syariah yang terdiri dari 5 asas (prinsip) transaksi syariah sebagai berikut: 
1. Prinsip persaudaraan (ukhuwah) 
Persaudaraan (ukhuwah) merupakan nilai universal yang menata interaksi 
sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara 
umum dengan semangat saling tolong menolong. Transaksi syariah 
menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (sharing 
economics) sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas 
kerugian orang lain. 
  
2. Prinsip keadilan (’adalah) 
Keadilan (‘adalah) merupakan menempatkan sesuatu hanya pada 
tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta 
memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.  
 
3. Prinsip kemaslahatan (mashlahah) 
Kemaslahatan (maslahah) merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat 
yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta 
individual dan kolektif. 
 
Tujuan Pembelajaran 
Pada bab ini, Saudara diharapkan mampu: 
1. Menjelaskan Kerangka dasar 
2. Menjelaskan Unsur-unsur Laporan Keuangan 




4. Prinsip keseimbangan (tawazun) 
Keseimbangan (tawazun) meliputi keseimbangan aspek material dan 
spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis 
dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. 
 
5. Prinsip universalisme (syumuliyah) 
Universalisme (syumuliyah) esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan 
untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) tanpa membedakan 
suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan 
semesta (rahmatan lil alamin). 
 
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah 
(KDPPLK Syariah) menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian 
laporan keuangan bagi para penggunanya dengan tujuannya sebagai dasar acuan 
bagi: 
1. Penyusun standar akuntansi keuangan syariah, dalam pelaksanaan tugasnya. 
2. Penyusun laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi 
syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan Syariah. 
3. Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan 
disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, dan 
4. Para pemakai laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang 
disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar 
akuntansi keuangan syariah. Meliputi: investor, pemilik dana qardh, pemilik 
dana syirkah temporer, pemilik dana titipan, pembayar dan penerima ZIS 
&wakaf, pengawas syariah, karyawan, pemasok, pelanggan, pemerintah, 
masyarakat 
 
B. Unsur-unsur Laporan Keuangan 
Sesuai karakteristik maka laporan keuangan entitas syariah antara lain 
meliputi: 
1) Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial 
 
2) Laporan posisi keuangan 
Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan 
entitas syariah adalah sebagai berikut: 
a) Aset (Assets), adalah sumber daya yang dikuasai entitas syariah masa 
kini yang timbul dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat eknomi 
masa depan diharapkan akan diperoleh entitas syariah. 
b) Liabilitas (Liabilities) adalah utang entitas syariah masa kini yang 
timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesiannya diharapkan 
mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas syariah yang 
mengandung manfaat ekonomi. 
c) Dana Syirkah Temporer (Temporary Syirkah Funds) – DST adalah dana 
yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari 
individu dan pihak lainnya di mana entitas syariah mempunyai hak 
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untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan 
pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. 
d) Ekuitas (Equity) adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah 
dikurangi semua liabilitas dan dana syirkah temporer. 
 
3) Laporan laba rugi 
Laporan laba rugi digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar 
ukuran yang lain seperti imbalan investasi (return on investment) atau 
penghasilan per saham (earnings per share). Unsur laporan laba rugi entitas 
syariah terdiri dari: 
a. Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu 
periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau 
penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak 
berasal dari kontribusi penanam modal. Definisi penghasilan meliputi 
baik pendapatan (revenues) maupun keuntungan (gains). Pendapatan 
timbul karena aktivitas utama entitas syariah seperti margin penjualan, 
ujrah sewa, bagi hasil, dan fee jasa. Sedang keuntungan mencerminkan 
pos lainnya yang memenuhi kriteria penghasilan tapi bukan dari 
aktivitas utama. 
b. Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer (Depositors 
Share on Return of Temporary Syirkah Funds) adalah bagian bagi hasil 
pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama 
entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan. Unsur ini tidak 
bisa dikelompokkan sebagai unsur beban (ketika untung) atau 
pendapatan (ketika rugi). 
c. Beban (expenses) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu 
periode akuntansi, yang menyebabkan penurunan asset neto (ekuitas), 
dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau bertambahnya 
liabilitas, yang bukan termasuk distribusi kepada pemilik.18 
 
4) Laporan perubahan ekuitas 
Unsur laporan perubahan ekuitas entitas syariah sama dengan laporan 
perubahan ekuitas pada umumnya yaitu semua bentuk perubahan komponen 
modal suatu entitas baik penambahan ataupun pengurangan. 
 
5) Laporan arus kas 
Unsur laporan arus kas entitas syariah juga sama dengan unsur laporan arus 
kas pada umumnya yang menggambarkan kenaikan dan penurunan kas dari 
aktivitas operasi (operating), aktivitas investasi (investing), dan aktivitas 
pendanaan (financing).  
 
6) Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial 
 
7) Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan 
 
18 Dwi Martani, Akuntansi Keuangan Menengah, (Jakarta, Salemba Empat, 2018) h.114 
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Unsur laporan sumber dan penyaluran dana zakat adalah sumber dana zakat 
dan penyaluran dana zakat. 
 
8) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. 
Unsur laporan sumber dan penggunaaan dana kebajikan adalah sumber dana 
kebajikan dan penggunaan dana kebajikan. 
 
9) Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan 
tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. 
 
C. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 
Didalam PSAK dijelaskan bahwa terdapat 4 (empat karakteristik kualitatif 
laporan keuangan yaitu: 
1. Dapat Dipahami 
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh 
pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan 
batas pemahaman para pengguna. Sehubungan dengan hal ini, pengguna 
diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan 
lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk 
mempelajari informasi yang dimaksud. 
 
2. Relevan 
Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di 
dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu 
mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi 
masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa 
lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat 
dihubungkan dengan maksud penggunaannya. 
 
3. Andal 
Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan 
dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat 
diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya 
tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial 
dapat menyesatkan dan merugikan pengguna laporan keuangan. 
 
4. Dapat Dibandingkan 
Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar 
periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan 
serta membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi 
posisi keuangan, kinerja dan perubahannya secara relatif. Oleh karena itu, 
pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain 
yang serupa dilakukan secara konsisten. Informasi yang termuat dalam laporan 
keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan 
keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain 
pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. 
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Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan 
kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. 
Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang 
diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas 
pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada 
kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut 
diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. Agar informasi yang 
disajikan dapat dibandingkan maka penyajian laporan keuangan pemerintah 
minimal harus disajikan dalam 2 (dua) periode atau 2 (dua) tahun anggaran. 
 
D. Soal Diskusi 
1. Apa yang dimaksud dengan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian 
Laporan Keuangan Syariah (KDPPLK Syariah)? 
2. Sebutkan dan jelaskan 5 prinsip dasar transaksi Syariah! 
3. Apa yang dimaksud dengan asset, liabilitas, dana syirkah temporer, dan 
ekuitas? 
4. Sebutkan unsur-unsur yang termasuk ke dalam laporan laba rugi! 









































A. Pengertian Akad Mudharabah 
Mudharabah berasal dari bahasa arab yaitu dharb yang artinya memukul atau 
berjalan. Memukul atau berjalan ini memiliki arti yaitu proses seseorang 
memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Menurut Pernyataan standar 
akuntansi keuangan (PSAK) No. 105 tentang akuntansi mudharabah, bahwa 
mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama 
(pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) 
bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai 
kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. 
Menurut Muhammad istilah fiqh al-mudharabah memiliki beberapa 
pengertian adalah sebagai berikut.19 
1) Mazhab Hanafi 
Mudharabah adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan cara 
penyerahan mata uang tunai kepada pengelola dengan mendapatkan 
sebagian dari keuntungannya apabila diketahui dari jumlah keuntungannya. 
2) Mazhab Syafi’i 
Mudharabah adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada 
pihak lain agar melaksanakan usaha dan keuntungan yang dihasilkan dibagi 
antara mereka berdua. 
3) Mazhab Hambali 
Mudharabah adalah pemberian modal tertentu dengan jumlah yang jelas 
secara keseluruhan dan semaknanya kepada orang yang mau melakukan 
usaha dengan memperoleh bagian tertentu dari hasil keuntungannya. 
 
B. Jenis-jenis Akad Mudharabah 
1) Mudharabah Muthlaqah 
Mudharabah muthlaqah adalah jenis mudharabah dimana pemilik dana 
memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasi. 
Mudharabah muthalaqah dikenal juga sebagai investasi tidak terikat. 
Menurut Salman jenis mudharabah ini tidak ditentukan masa berlakunya, di 
daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan line of trade, 
line of industry, atau line of service yang akan dikerjakan.20 Namun, 
kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang 
 
19 Muhammad, Teknik Bagi Hasil Keuntungan pada Bank Syari’ah, (Yogyakarta, UII Press, 2004) h.42 
20 Salman, Kautsar Riza, Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah, (Jakarta: Indeks, 2017) 
h. 334 
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ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau 
investasi yang dilarang oleh Islam. 
2) Mudharabah Muqayaddah 
Mudharabah muqayaddah adalah jenis mudharabah dimana pemilik dana 
memberikan Batasan kepada pengelola dana, dalam hal dana, lokasi, cara 
dan ojek investasi.  
Apabila pengelola bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang 
diberikan pemilik dana, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas 
konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi 
keuangan.21 Dalam mudharabah muqayaddah ini para nasabah yang 
menyimpan dananya di bank Syariah memberikan batasan-batasan tertentu 
kepada bank Syariah tersebut dalam hal penggunaan dana yang disimpan. 
3) Mudharabah Musytarakah 
Mudharabah musytarakah adalah jenis mudharabah dimana pengelola dana 
menyertakan modal dananya dalam kerja sama investasi. Mudharabah 
musytarakah ini merupakan solusi dalam perjalanan usaha pengelola dana 
yang memiliki modal untuk didistribusikan dalam investasi, sedangkan 
disisi lain adanya penambahan modal ini akan dapat meningkatkan 
kemajuan investasi. Nasabah penghimpunan dana bertindak sebagai 
pengelola dana (mudharib) dan nasabah penyaluran dana bertindak sebagai 
pemilik dana (shahibul maal).  
 
C. Landasan Hukum Akad Mudharabah 
Akuntansi mudharabah memiliki beberapa landasan hukum Syariah yang lebih 
mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha.  
Berikut adalah ayat-ayat dan hadist yang menjadi landasan hukum mudharabah 
yaitu: 
1) Al-Qur’an 
“Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; 
dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 
beruntung” (Q.S. Surah Al-Jumua’ah 62:10) 
  
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang 
kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang 




Diriwayatkan oleh Ibnu Majah Rahimahullahu Ta’ala, dari Shalib bin Suaib 
Radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam 
bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli 
secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampuradukkan 
tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”. 
 
 




Diriwayatkan oleh Imam Ath-Thabrani Rahimahullahu Ta’ala dari 
Abdullah bin Abbas Radhiyallahu ‘anhu, “Abbas bin Abdul Muthalib jika 
menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada 
pengelola dananya agar tidak mengurangi lautan dan tidak menuruni 
lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, 
ia (pengelola dana) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang 
ditetapkan Abbas didengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau 
membenarkannya”. 
 
D. Rukun dan Ketentuan Akad Mudharabah 
Akad mudharabah memiliki 4 rukun yaitu : 
1) Pelaku mudharabah yang terdiri dari pemilik dana dan pengelola dana. 
2) Objek mudharabah yaitu modal dan kerja. 
3) Ijab qabul. 
4) Nisbah keuntungan. 
 
Ketentuan rukun mudharabah adalah sebagai berikut : 
1) Pelaku mudharabah 
a. Pelaku mudharabah harus memiliki akal dan baligh. 
b. Pelaku mudharabah dapat dilakukan sesama muslim atau dengan 
nonmuslim. 
c. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi 
boleh mengawasi pengelolaan usaha. 
2) Objek mudharabah 
Objek mudharabah adalah konsekuensi logis dengan dilakukannya akad 
mudharabah.  
3) Ijab qabul 
Ijab qabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha atau rela diantara 
kedua belah pihak akad yang dilakukan secara verbal, tertulis dan melalui 
korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. 
4) Nisbah keuntungan 
Nisbah keuntungan adalah besaran yang digunakan untuk pembagian 
keuntungan yang mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua 
belah pihak yang melakukan akad mudharabah atas keuntungan yang 
diperoleh.  
 
E. Contoh Soal Akad Mudharabah 
Berikut adalah beberapa contoh soal akuntansi mudharabah yaitu : 
Kasus 1 
Tanggal 1 Agustus 2015 Bank Indo Syariah (BIS) menyetujui pemberian fasilitas 
mudharabah Muthlaqah kepada CV Mulia Artha nasabah giro wadiah yang 
bergerak di bidang SPBU dengan kesepakatan sebagai berikut: 
Plafond   : Rp 1.450.000.000 
Objek Bagi Hasil  : Pendapatan (Gross profit sharing) 
Nisbah   : 70% CV Mulia Artha dan 30% BIS 
Jangka Waktu  : 10 bulan (jatuh tempo tanggal 10 Juni 2016) 
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Biaya Administrasi  : Rp 14.500.000 (dibayar saat akad ditandatangani) 
Pelunasan   : Pengembalian pokok di akhir periode 
Keterangan   : Modal dari BIS diberikan secara tunai pada tanggal  
  10 Agustus 2015 
 
1) Pada Saat Penandatangan Akad Mudharabah 
Pada tanggal 1 Agustus 2015, pada saat penandatangan akad mudharabah, Bank 
Indo Syariah (BIS) harus membuat jurnal off balance sheet untuk mencatat 
kewajiban komitmen sebagai berikut: 
 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
01/08/15 Dr. Pos Lawan Kewajiban Komitmen 
Administrasi Pembiayaan 
1.450.000.000  
 Cr. Kewajiban Komitmen Lainnya  1.450.000.000 
 
Pada tanggal yang sama BIS juga harus membuat jurnal untuk menerima 
pembayaran biaya administrasi dari nasabah, dengan jurnal sebagai berikut: 
 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
01/08/15 Dr. Giro Wadiah – CV Mulia Artha 14.500.000  
 Cr. Pendapatan Administrasi  14.500.000 
 
2) Penyerahan Investasi Mudharabah 
Pada tanggal 10 Agustus 2015 dilakukan pencairan pembiayaan mudharabah 
sebesar Rp1.450.000.000. Jurnal yang harus dibuat BIS pada saat pencairan 
dana mudharabah kepada CV Mulia Artha adalah : 
 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
10/08/15 Dr. Investasi Mudharabah 1.450.000.000  
 Cr. Giro Wadiah – CV Mulia Artha  1.450.000.000 
 
Pada tanggal yang sama dilakukan off balance sheet untuk membalik rekening 
kewajiban komitmen yang telah dicatat sebelumnya. Jurnal yang harus dibuat 
BIS untuk membalik rekening kewajiban komitmen adalah : 
 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
10/08/15 Dr. Kewajiban Komitmen Lainnya 1.450.000.000  




3) Penerimaan Bagi Hasil Mudharabah 
Berikut adalah informasi realisasi laba bruto CV Mulia Artha selama 10 bulan 
yang dilaporkan tanggal 10 setiap bulan adalah: 
 
No Bulan Jumlah Laba 
Bruto (Rp) 




1 Agustus 20.000.000 6.000.000 10 September 
2 September 50.000.000 15.000.000 10 Oktober 
3 Oktober 45.000.000 13.500.000 10 November 
4 November 40.000.000 12.000.000 10 Desember 
5 Desember 60.000.000 18.000.000 10 Januari 
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6 Januari 50.000.000 15.000.000 10 Februari 
7 Februari 40.000.000 12.000.000 10 Maret 
8 Maret 50.000.000 15.000.000 10 April 
9 April 55.000.000 16.500.000 05 Juni 
10 Mei 60.000.000 18.000.000 15 Juni 
 
Klasifikasi transaksi di atas yaitu sebagai berikut: 
a. Penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan 
pelaporan bagi hasil, seperti pada bulan Agustus, September, Oktober 
November, Desember, Januari, Februari, dan Maret. Bentuk transaksinya 
sebagai berikut: 
 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
10/09/15 Dr. Giro Wadiah – CV Mulia Artha 6.000.000  
 Cr. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah  6.000.000 
10/10/15 Dr. Giro Wadiah – CV Mulia Artha 15.000.000  
 Cr. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah  15.000.000 
10/11/15 Dr. Giro Wadiah – CV Mulia Artha 13.500.000  
 Cr. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah  13.500.000 
10/12/15 Dr. Giro Wadiah – CV Mulia Artha 12.000.000  
 Cr. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah  12.000.000 
10/01/16 Dr. Giro Wadiah – CV Mulia Artha 18.000.000  
 Cr. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah  18.000.000 
10/02/16 Dr. Giro Wadiah – CV Mulia Artha 15.000.000  
 Cr. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah  15.000.000 
10/03/16 Dr. Giro Wadiah – CV Mulia Artha 12.000.000  
 Cr. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah  12.000.000 
10/04/16 Dr. Giro Wadiah – CV Mulia Artha 15.000.000  
 Cr. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah  15.000.000 
 
b. Penerimaan bagi hasil yang waktu pembayarannya berbeda dengan tanggal 
pelaporan bagi hasil seperti pada bulan April dan Mei. Berdasarkan PSAK 
105 disebutkan bahwa bagian hasil usaha belum dibayar oleh pengelola, 
maka bagian tersebut diakui sebagai piutang. Bentuk transaksinya adalah 
sebagai berikut: 
 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
10/05/16 Dr. Piutang Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah 16.500.000  
 Cr. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah  16.500.000 
05/06/16 Dr. Giro Wadiah – CV Mulia Artha 16.500.000  
 Cr. Piutang Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah  16.500.000 
10/06/16 Dr. Piutang Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah 18.000.000  
 Cr. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah  18.000.000 
15/06/16 Dr. Giro Wadiah – CV Mulia Artha 18.000.000  
 Cr. Piutang Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah  18.000.000 
 
4) Pada Saat Akad Berakhir 
Pada tanggal 15 juni, saat jatuh tempo, CV Mulia Artha melunasi investasi 
mudharabah sebesar Rp 1.450.000.000. Maka, jurnal transaksi tersebut adalah 
sebagai berikut. 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
15/06/16 Dr. Giro Wadiah – CV Mulia Artha 1.450.000.000  
 Cr. Investasi Mudharabah  1.450.000.000 
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Bila pada tanggal 15 juni 2016, CV Mulia Artha tidak mampu melunasi maka 
BIS akan membuat jurnal sebagai berikut. 
 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
15/06/16 Dr. Piutang Mudharabah – Jatuh Tempo 1.450.000.000  
 Cr. Investasi Mudharabah  1.450.000.000 
 
F. Soal Diskusi 
Pada tanggal 2 Januari 2013 ditandatangani akad pembiayaan mudharabah 
antara Bank Maju Syariah dengan PT Sentosa Jaya senilai Rp 100.000.000 untuk 
pembiayaan proyek renovasi 2 unit puskesmas dari Pemerintah Kabupaten Deli 
Serdang. Bagi hasil usaha didsarakan atas laba bruto proyek dengan komposisi 25% 
untuk BMS. Buatlah jurnal atas transaksi berikut: 
1. Tanggal 2 Januari 2013, BMS membuka rekening komitmen administrative 
pembiayaan tersebut. 
2. Tanggal 2 Januari 2013, BMS membebankan biaya administrasi 
pembiayaan kepada PT Sentosa Jaya sebesar 0,5% dari nilai pembiayaan. 
Pembebanan langsung dilakukan dengan mendebit rekening PT Sentosa 
Jaya. 
3. Tanggal 12 Januari 2013, BMS mencairkan pembiayaan sebesar Rp 
100.000.000 untuk investasi mudharabah pada proyek renovasi Puskesmas 
yang dikelola PT Sentosa Jaya. 
4. Tanggal 12 Maret 2013, PT Sentosa Jaya melaporkan telah menerima uang 
proyek dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk puskesmas yang 
pertama dengan laba kotor sebesar Rp 20.000.000, bagi hasil untuk BMS 
(25%) langsung diserahkan secara tunai pada tanggal yang sama. 
5. Tanggal 15 April 2013, PT Sentosa Jaya melaporkan telah menerima uang 
proyek dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk puskesmas kedua 
dengan laba kotor Rp16.000.000, bagi hasil untuk BMS (25%) dibayarkan 
secara tunai pada tanggal 23 April 2013. 
6. Tanggal 8 Mei 2013, saat jatuh tempo, PT Sentosa Jaya melunasi investasi 




























A. Pengertian Akad Salam 
Salam berasal dari kata As salaf yang artinya pendahuluan karena pemesan 
barang menyerahkan uangnya dimuka. Akad salam dapat didefinisikan sebagai 
transaksi atau akad jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika 
transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran dimuka, sedangkan 
penyerahan barang baru dilakukan pada saat tertentu dikemudian hari. PSAK 103 
mendefinisikan salam sebagai akad jual beli barang pesanan (muslam fiih) dengan 
pengiriman di kemudian hari oleh penjual (muslam illaihi) dan pelunasannya 
dilakukan oleh pembeli (al muslam) pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-
syarat tertentu.  
Dalam akad salam, harga barang pesanan yang sudah disepakati tidak dapat 
berubah selama jangka waktu akad. Apabila barang yang dikirim tidak sesuai 
dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, maka pembeli boleh 
melakukan khiyar yaitu memilih apakah transaksi dilanjutkan atau dibatalkan.  
Apabila pembeli menerima, sedangkan kualitas barang pesanan lebih rendah 
maka pembeli akan mengakui adanya kerugian dan tidak boleh meminta 
pengurangan harga, karena harga sudah disepakati dalam akad tidak dapat diubah. 
Demikian juga jika kualitas barang pesanan lebih tinggi, penjual tidak dapat 
meminta tambahan harga dan pembeli tidak boleh mengakui adanya keuntungan, 
karena kalau diakui sebagai keuntungan dapat dipersamakan ada unsur riba. 
Beberapa manfaat dari transaksi salam yaitu: 
1. Bagi Petani 
Akad salam memiliki manfaat yang sangat besar bagi petani, hal ini dapat 
dilihat dari petani yang memiliki cukup modal untuk membiayai 
kebutuhannya dalam memproduksi barang pertanian. Sehingga petani 
mempunyai dorongan yang cukup besar dalam meningkatkan kapasitas 
produksinya sehingga hasil pertanian yang dihasilkan dapat meningkat. 
 
2. Bagi Pemerintah 
Melalui akad salam, pemerintah memiliki kemudahan dalam mencapai 
target-target yang telah direncanakan dalam mendorong peningkatan 
cadangan produk pertanian. Selain itu disamping tercapainya cadangan 
produk pertanian, pemerintah dapat meningkatkan ekspor produk pertanian 
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3. Bagi Pengusaha 
Melalui akad salam, pengusaha dapat berpotensi untuk meningkatkan 
efisiensi dan nilai penjualan produk pertanian. Hal ini dapat dilihat dari 
pengusaha dapat memiliki produk pertanian dengan harga yang relatif 
terjangkau dibandingkan dengan harga pasar sehingga pada akhirnya 
pengusaha mendapatkan margin yang lebih besar. 
 
4. Bagi Bank Syariah 
Melalui akad salam, bank Syariah mendapatkan manfaat seperti pembeli 
membayar uang muka di awal sehingga bank Syariah terlepas dari resiko 
kegagalan membayar utang yang biasanya dialami oleh bank Syariah. 
Resiko yang akan dihadapi oleh bank Syariah berupa resiko tidak mampu 
menyerahkan barang sesuai dengan waktu dan spesifikasi yang diinginkan 
oleh pembeli. 
 
B. Jenis-jenis Akad Salam 
Akad salam terdiri dari dua jenis, yaitu: 
1) Salam 
Salam merupakan transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan 
belum ada ketika transaksi dilakukan, pembeli melakukan pembayaran 
dimuka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. 
 
2) Salam Paralel 
Salam paralel artinya melaksanakan dua transaksi bai’ salam yaitu antara 
pemesan dan penjual dan antara penjual dengan pemasok (supplier) atau 
pihak ketiga lainnya secara simultan. Beberapa ulama kontemporer 
melarang transaksi salam paralel terutama jika perdagangan dan transaksi 
semacam itu dilakukan secara terus menerus.  Hal demikian dapat menjurus 
kepada riba. Paralel salam dibolehkan asalkan eksekusi kontrak salam kedua 
tidak tergantung pada eksekusi kontrak yang pertama. 
 
C. Landasan Hukum Akad Salam 
1) Al-Qur’an 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara 




Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rassulullaah ssaw. Datang ke madinah 
dimana penduduknya melakukan salaf (salam) dalam buah-buahan (untuk 
jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun. Beliau berkata:  
 
“Barang siapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan 
dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka 




Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan bahwa Nabi SAW datang 
ke Madinah di mana mereka melakukan jual beli As salaf untuk penjualan 
buah-buahan dengan waktu satu tahun atau dua tahun. Lalu rasulullah SAW 
bersabda: “Siapa yang melakukan salaf, hendaknya melakukannya dengan 
takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai dengan batas 
waktu tertentu.” 
 
D. Rukun dan Ketentuan Akad Salam 
Akad salam memiliki 3 rukun, yaitu: 
1. Pelaku 
Pelaku terdiri dari penjual dan pembeli. 
2. Objek Akad 
Objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal salam.  
3. Ijab Qabul 
Penyertaan dan ekspresi saling ridha/rela diantara pihak-pihak pelaku akad 
yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau 
menggunakan cara-cara komunikasi modern. 
 
Ketentuan akad salam adalah sebagai berikut:22 
1. Pelaku 
Pelaku adalah cakap hukum dan baligh. 
 
2. Objek Akad 
a. Ketentuan yang berkaitan dengan modal salam adalah sebagai berikut: 
1) Harus diketahui jenis dan jumlahnya. 
2) Berbentuk uang tunai. 
3) Diserahkan ketika akad berlangsung. 
 
b. Ketentuan yang berkaitan dengan barang salam adalah sebagai berikut: 
1) Harus mempunyai spesifikasi yang jelas akan kualitas, jenis, dan 
ukuran barang. 
2) Barang harus dapat dikuantifikasikan/ditakar. 
3) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan pada saat 
kesepakatan akad. 
4) Barang tidak harus berada ditangan penjual tetapi harus ada pada 
waktu yang telah ditentukan. 
5) Apabila barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang telah 
ditentukan, maka akad akan menjadi fasakh/rusak. 
6) Apabila barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan 
kesepakatan dalam akad, maka pembeli boleh melakukan khiyar 
atau memilih untuk menerima atau menolak. 
7) Apabila barang yang dikirim memiliki kualitas yang lebih baik 
daripada yang telah dijanjikan, maka penjual tidak boleh meminta 
tambahan pembayaran. 
 




8) Apabila barang yang dikirim memiliki kualitas yang lebih rendah 
daripada yang telah dijanjikan, maka pembeli boleh menolak atau 
menerimanya. 
9) Barang boleh dikirim sebelum jatuh tempo asalkan kedua belah 
pihak setuju. 
10) Penjualan kembali barang yang dipesan sebelum diterima tidak 
diperbolehkan secara Syariah. 
11) Kaidah penggantian barang yang dipesan dengan barang lain adalah 
jenis dan kualitas barang harus sama serta harus mendapat 
persetujuan dari pembeli. 
12) Apabila tempat penyerahan barang tidak disebutkan maka akad 
tetap sah. 
13) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerima barang 
tersebut. 
14) Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang yang sejenis 
sesuai dengan kesepakatan. 
 
3. Ijab Qabul 
Ijab qabul adalah penyertaan dan ekspresi saling rida diantara pihak-pihak 
pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis maupun korespondensi 
atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.  
 
E. Contoh Soal Akad Salam 
Berikut adalah beberapa contoh soal akuntansi salam yaitu : 
 
Berikut adalah beberapa transaksi dari akad salam yang terjadi pada Bank Mulia 
Islam (BMI). 
1. Pada tanggal 2 Februari 2012, Bank Mulia Islam (BMI) melakukan akad salam 
dengan PT Ahmad Agro Jaya (PT AAJ) dan menerima dana salam tunai sebesar 
Rp 750.000.000,00 (Rp7.500.000,00 per ton). Objek dari akad salam adalah 100 
ton biji jagung manis kualitas no. 1. Jurnal yang harus dibuat adalah oleh BMI 
adalah : 
 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
02/02/12 Dr. Kas/Rekening Nasabah – PT AAJ 750.000.000  
 Cr. Utang Salam  750.000.000 
 
2. Pada tanggal 5 Februari 2012, BMI melakukan kesepakatan akad dengan KUD 
Al-Hikmah dan menyerahkan modal berupa uang tunai sebesar Rp 
700.000.000,00 (Rp 7.000.000,00 per ton). Objek dari akad salam adalah 
3. pada tanggal 5 Februari 2012 adalah : 
 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
05/02/12 Dr. Piutang Salam 700.000.000  




4. Pada tanggal 1 Juni dan 1 Juli 2012, KUD Al-Hikmah menyerahkan masing-
masing 50 ton biji jagung manis kualitas no.1 sebagaimana disepakati dalam 
awal akad. 
a. Adapun nilai wajar dari biji jagung manis kualitas no.1 pada saat 
penyerahan sama dengan nilai pada saat kontrak, yaitu Rp 350.000.000,00 
(50 ton x Rp 7.000.000,00 per ton). Jurnal pada saat penyerahan objek akad 
dari KUD Al-Hikmah ke BMI adalah : 
 
 
b. Namun apabila nilai wajar dari penyerahan objek akad berbeda dengan nilai 
yang disepakati dalam akad maka jurnal yang harus dibuat oleh BMI 
berbeda dengan jurnal yang dibuat sebelumnya. 
1) Kualitas dan nilai wajar dari barang lebih rendah dari nilai nilai kontrak. 
Dari contoh 3 sebelumnya, misalnya nilai wajar dari barang yang 
diterima oleh BMI adalah sebesar Rp 300.000.000,00 (50 ton x Rp 
6.000.000,00 per ton). Dalam kasus seperti ini, BMI harus mengakui 
adanya kerugian dan jurnal yang harus dibuat oleh BMI pada tanggal 1 
Juni dan 1 Juli 2012 adalah : 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
01/06/12 Dr. Persediaan Salam 300.000.000  
 Dr. Kerugian Salam  50.000.000  
 Cr. Piutang Salam  350.000.000 
 Ket. Penyerahan tahap pertama sebanyak 50 ton 
biji jagung manis kualitas 1 menunjukkan nilai 
wajar lebih rendah dari nilai yang disepakati 
dalam akad. 
  
01/07/12 Dr. Persediaan Salam 300.000.000  
 Dr. Kerugian Salam  50.000.000  
 Cr. Piutang Salam  350.000.000 
 Ket. Penyerahan tahap kedua sebanyak 50 ton 
biji jagung manis kualitas 1 menunjukkan nilai 




2) Kualitas dan nilai wajar dari barang lebih tinggi dari nilai kontrak. 
Dari contoh 3 sebelumnya, misalnya nilai wajar dari barang yang 
diterima oleh BMI adalah sebesar Rp 400.000.000,00 (50 ton x Rp 
8.000.000,00 per ton). Dalam kasus seperti ini, berdasarkan PSAK 103 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
01/06/12 Dr. Persediaan Salam 350.000.000  
 Cr. Piutang Salam  350.000.000 
 Ket. Penyerahan tahap pertama sebanyak 50 ton 
biji jagung manis kualitas 1 menunjukkan nilai 
wajar sama dengan nilai yang disepakati dalam 
akad. 
  
01/07/12 Dr. Persediaan Salam 350.000.000  
 Cr. Piutang Salam  350.000.000 
 Ket. Penyerahan tahap kedua sebanyak 50 ton 
biji jagung manis kualitas 1 menunjukkan nilai 





barang pesanan yang diterima diukur sesuai nilai akad. Jurnal yang 
harus dibuat oleh BMI pada tanggal 1 Juni dan 1 Juli 2012 adalah : 
 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
01/06/12 Dr. Persediaan Salam 350.000.000  
 Cr. Piutang Salam  350.000.000 
 Ket. Penyerahan tahap pertama sebanyak 50 ton 
biji jagung manis kualitas 1 menunjukkan nilai 
wajar lebih tinggi dari nilai yang disepakati 
dalam akad. 
  
01/07/12 Dr. Persediaan Salam  350.000.00  
 Cr. Piutang Salam  350.000.000 
 Ket. Penyerahan tahap kedua sebanyak 50 ton 
biji jagung manis kualitas 1 menunjukkan nilai 




5. BMI mengirimkan barang pesanan ke gudang PT Ahmad Agro Jaya (AAJ) pada 
tanggal 2 Juni dan 2 Juli 2012 sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian baik 
secara kuantitas maupun kualitas. Jurnal yang harus dibuat oleh BMI adalah : 
 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
02/06/12 Dr. Utang Salam 375.000.000  
 Cr. Persediaan Salam  350.000.000 
 Cr. Keuntungan Salam   25.000.000 
02/07/12 Dr. Utang Salam 375.000.000  
 Cr. Persediaan Salam  350.000.000 
 Cr. Keuntungan Salam   25.000.000 
 
6. Pada tanggal 5 Februari 2012, BMI menyerahkan modal berupa uang tunai dan 
mesin pertanian ke rekening KUD Al-Hikmah. Mesin pertanian mempunyai 
harga perolehan sebesar Rp50.000.000,00 dan akumulasi penyusutan Rp 
20.000.000,00. Mesin pertanian yang diserahkan KUD Al-Hikmah mempunyai 
nilai wajar Rp 30.000.000,00. 
 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
05/02/12 Dr. Piutang Salam Salam  30.000.000  
 Dr. Akumulasi Penyusutan  20.000.000  
 Cr. Aset Nonkas – Mesin Pertanian  50.000.000 
 
Namun apabila nilai wajar dari penyerahan mesin pertanian berbeda dengan 
nilai buku mesin pertanian maka jurnal yang harus dibuat oleh BMI berbeda 
dengan jurnal sebelumnya. 
 
a. Kualitas dan nilai wajar dari barang lebih tinggi dari nilai kontrak. 
Dari contoh sebelumnya, misalnya nilai wajar dari mesin pertanian oleh 
BMI adalah sebesar Rp 35.000.000,00. Dalam kasus seperti ini BMI harus 
mengakui adanya keuntungan karena penyerahan asset nonkas dan jurnal 






Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
05/02/12 Dr. Piutang Salam Salam  35.000.000  
 Dr. Akumulasi Penyusutan  20.000.000  
 Cr. Aset Nonkas – Mesin Pertanian   50.000.000 
 Cr. Keuntungan Penyerahan Aset   5.000.000 
 
b. Kualitas dan nilai wajar dari barang lebih rendah dari nilai kontrak. 
Dari contoh sebelumnya, misalnya nilai wajar dari mesin pertanian oleh 
BMI adalah sebesar Rp 25.000.000,00. Dalam kasus seperti ini BMI harus 
mengakui adanya kerugian karena penyerahan asset nonkas dan jurnal yang 
harus dibuat adalah :    
 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
05/02/12 Dr. Piutang Salam Salam  25.000.000  
 Dr. Akumulasi Penyusutan  20.000.000  
 Dr. Kerugian Penyerahan Aset  5.000.000  
 Cr. Aset Nonkas – Mesin Pertanian   50.000.000 
 
KUD Al-Hikmah gagal menyerahkan produk salam kepada BMI senilai 
Rp350.000.000,00 pada waktu jatuh tempo. Sesuai dengan kesepakatan, 
KUD Al-Hikmah dikenakan denda sebesar Rp 2% dari nilai produk atau 
sebesar Rp 7.000.000,00. Pembayaran denda dilakukan pada tanggal 1 
Oktober 2012. Adapun jurnal penerimaan denda yang harus dibuat oleh 
BMI adalah : 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
01/10/12 Dr. Dana Kebajikan – Kas  7.000.000  
 Cr. Dana Kebajikan – Pendapatan Denda  7.000.000 
 
F. Soal Diskusi 
PT Sinar Abadi membutuhkan 10 ton beras solok untuk keperluan ekspor 6 
bulan yang akan datang. Pada tanggal 5 Januari 2015 PT Sinar Abadi melakukan 
pembelian beras dengan skema salam kepada sebuah bank Syariah. Berikut adalah 
informasi tentang pembelian tersebut: 
 
Spesifikasi barang : Beras Solok kualitas super 
Kuantitas   : 10 ton 
Harga    : Rp 100.000.000 (Rp 10.000.000/ton) 
Waktu penyerahan : Dua tahap setiap tiga bulan sebanyak 5 ton (15 April 
  dan 15 Juli 2015) 
Syarat pembayaran : Dilunasi pada saat akad ditandatangani 
 
Untuk pengadaan produk salam sebagaimana diinginkan oleh PT Sinar Abadi, bank 
Syariah selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2015 mengadakan transaksi salam 
dengan petani yang bergabung dalam KUD Vernadia dengan kesepakatan sebagai 
berikut: 
Spesifikasi barang : Beras Rajalele kualitas super 
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Kuantitas   : 10 ton 
Harga    : Rp 95.000.000 (Rp 9.500.000/ton) 
Penyerahan Modal : Uang tunai sebesar Rp 65.000.000, peralatan 
     pertanian senilai Rp 30.000.000 
Waktu penyerahan : Dua tahap setiap tiga bulan sebanyak 5 ton (15 April 
  dan 15 Juli 2015) 
Agunan   : Tanah dan kendaraan senilai Rp 50.000.000 
Syarat pembayaran : Dilunasi pada saat akad ditandatangani  
Denda kegagalan penyerahan karena kelalaian atau kesengajaan: 10% dari nilai 
produk yang belum diserahkan 
 
Buatlah jurnal untuk transaksi berikut ini. 
1. Tanggal 5 Januari 2015 pada saat bank Syariah melakukan akad salam dengan 
PT Sinar Abadi dan menerima dana salam. 
2. Tanggal 10 Januari 2015 bank Syariah menyerahkan modal berupa uang tunai 
sebesar Rp 65.000.000 ke rekening KUD Vernadia dan asset salam berupa 
peralatan pertanian dengan nilai buku sebesar Rp30.000.000 (harga perolehan 
Rp 30.000.000 dan akumulasi penyusutan Rp 0). 
3. Tanggal 15 April 2015, KUD Vernadia menyerahkan 5 ton beras Solok 
sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian salam. Adapun nilai wajar 
produk tersebut pada saat penyerahan sama dengan nilai kontrak, yaitu Rp 
47.500.000 (5 ton x Rp 9.500.000 per ton). 
4. Tanggal 15 April 2015, bank Syariah langsung mengirim produk salam ke 
Gudang milik PT Sinar Abadi pada kuantitas dan kualitas sesuai kesepakatan. 
5. Tanggal 15 Juli 2015, KUD Vernadia menyerahkan 5 ton beras Solok tahap 
kedua sebagaimana disepakati dalam akad salam. 
6. Tanggal 15 Juli 2015 diserahkan 5 ton beras Solok kepada PT Sinar Abadi pada 































A. Pengertian Akad Istishna 
Lafal Istishna’ berasal dari kata shana’ah yang artinya membuat sesuatu. 
Kemudian ditambah alif, sin dan ta’ menjadi Istishna’.23 Secara etimologi Istishna’ 
artinya minta dibuatkan. Sedangkan menurut terminologi Istishna merupakan suatu 
kontrak jual beli antara penjual dan pembeli dimana pembeli memesan barang 
dengan kriteria yang jelas dan harganya yang dapat diserahkan secara bertahap atau 
dapat juga dilunasi. Sedangkansistem Istishna’ adalah sistem pembiayaan atas dasar 
pesanan, untuk kasus ini dimana objek atau barang yang diperjual belikan belum 
ada.24 
Transaksi jual beli Istishna’ merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan 
pembuat barang.25 Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari 
pembeli. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayarannya, 
apakah pembayarannya dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu 
pada masa yang akan datang.  
Berdasarkan Fatwa DSN MUI, penjual (shani’) akan menyiapkan barang yang 
dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dimana ia dapat 
menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain (istishna’ paralel). Dalam PSAK 104 
tentang akuntansi atas Istishna’ barang pesanan harus memenuhi beberapa kriteria 
berikut: 
1. Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati. 
2. Harus sesuai dengan spesifikasi pemesan (customized), bukan termasuk 
produk massal. 
3. Harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, 
spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. 
Dalam akad Istishna’ yang telah disepakati, harus dijelaskan spesifikasi barang 
yang dipesan. Misalnya apabila barang/produk yang diperjualbelikan adalah rumah, 
maka luas bangunan, model rumah, dan spesifikasi harus jelas. Dengan spesifikasi 
yang lebih rinci, diharapkan perselisihan dapat dihindari. Harga pun harus 
disepakati beserta cara pembayarannya, apakah 100% pembayaran dimuka, melalui 
cicilan, atau ditangguhkan sampai dengan waktu tertentu. Apabila harga sudah 
disepakati, maka selama masa akad harga tidak dapat berubah meskipun biaya 
produksi meningkat.   
 
23 Yunus, Mahmud, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta, PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010) h.221 
24 Huda, Nurul, Lembaga Keuangan Islam, (Cet-1. Jakarta: kencana prenada media group, 2010) h.52 
25 Antonio, Muhammad Syafi’i, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Cet-1. Jakarta: Gema Insani, 
2008) h.113 
Tujuan Pembelajaran 
Pada bab ini, Saudara diharapkan mampu: 
1. Menjelaskan Pengertian Akad Istishna 
2. Menjelaskan Jenis-jenis Akad Istishna 
3. Menjelaskan Landasan Hukum Akad Istishna 
4. Menjelaskan Rukun dan Ketentuan Akad Istishna 
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B. Jenis-jenis Akad Istishna 
Terdapat 2 jenis akad istishna, yaitu istishna dan istishna paralel. Penjelasan 
dari kedua jenis tersebut adalah: 
1) Istishna 
Istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang 
tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara 
pemesan (pembeli atau mustashni’) dan penjual (pembuat atau shani’). 
 
2) Istishna Paralel 
Istishna paralel adalah suatu bentuk akad istishna antara penjual dan 
pemesan, dimana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual 
melakukan akad istishna dengan pihak lain (subkontraktor) yang dapat 
memenuhi aset yang dipesan oleh pemesan. Syaratnya akad istishna pertama 
antara penjual dan pemesan tidak bergantung pada istishna, kedua antara 
penjual dan pemasok. selain itu, akad antara pemesan dengan penjual dan 
akad antara penjual dan pemesan harus terpisah dan penjual tidak boleh 
mengakui adanya keuntungan selama kontruksi.  
 
C. Landasan Hukum Akad Istishna 
1) Al-Qur’an 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara 




Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah 
menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah 
menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin 
Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, “Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat 
barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran 
gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk 
dijual”. (H.R. Ibnu Majah) 
 
D. Rukun dan Ketentuan Akad Istishna 
Rukun dalam istishna meliputi 3 hal, yaitu: 
1) Pelaku terdiri atas pemesan (pembeli/mustashni’) dan penjual (penjual 
/shani’) 
2) Objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal istishna yang 
berbentuk harga. 
3) Ijab kabul/ serah terima. 
 
Ketentuan dalam akad istishna adalah sebagai berikut: 
1) Pelaku, harus cakap hukum dan baligh 
2) Objek akad, meliputi: 
a. Ketentuan tentang pembayaran 
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1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa 
uang, barang, atau manfaat, demikian juga dengan cara 
pembayarannya. 
2. Harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah. Akan 
tetapi apabila setelah akad ditandatangani pembeli mengubah 
spesifikasi dalam akad maka penambahan biaya akibat perubahan ini 
menjadi tanggung jawab pembeli. 
3. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. 
4. Pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang. 
b. Ketentuan tentang barang 
1. Barang pesanan harus jelas spesifikasinya (jenis, ukuran, mutu) 
sehingga tidakada lagi jahalah dan perselisian dapat dihindari. 
2. Barang pesanan diserahkan kemudian. 
3. Waktu dan penyerahan pesanan harus ditetapkan berdasarkan 
kesepakatan 
4. Barang pesanan yang belum diterima tidak boleh dijual. 
5. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang yang sejenis 
sesuai dengan kesepakatan. 
6. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, 
pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau 
membatalkan akad. 
7. Dalam hal pemesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, 
hukumnya mengikat, tidak boleh dibatalkan sehingga penjual tidak 
dirugikan karena ia telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan 
kesepakatan. 
 
3) Ijab Kabul 
Adanya pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak akad 
yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau 
menggunakan cara-cara komunikasi modern. 
 
E. Contoh Soal Akad Istishna 
Berikut adalah beberapa contoh soal akuntansi istishna yaitu: 
 
Kasus 1 
1. Biaya yang berkaitan dengan biaya praakad ditangguhkan. 
Pada tanggal 5 April 2012, Bank Murni Syariah (BMS) mengeluarkan biaya 
praakad yang berhubungan dengan survey dan pembuatan desain bangunan 
rumah yang akan dijadikan acuan spesifikasi barang. Bank Murni Syariah 
(BMS) telah mengeluarkan uang tunai sebesar Rp 5.000.000,00. Jurnal untuk 
mengakui transaksi tersebut adalah : 
 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
05/04/12 Dr. Biaya Praakad Ditangguhkan 5.000.000  





2. Terjadinya kesepakatan akad. 
Terdapat 2 (dua) kemungkinan yaitu terjadi kesepakatan akad istishna’ antara 
penjual dengan pembeli dan antara penjual dan pembeli tidak menemui 
kesepakatan. 
a. Apabila terjadi kesepakatan antara Bank Murni Syariah (BMS) dengan 
Tuan Kholid pada tanggal 10 April 2012, maka jurnal pengakuan beban 
praakad menjadi biaya istishna’ adalah sebagai berikut : 
 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
05/04/12 Dr. Biaya Istishna’ 5.000.000  
 Cr. Biaya Praakad Ditangguhkan  5.000.000 
 
b. Apabila tidak terjadi kesepakatan antara Bank Murni Syariah (BMS) dengan 
Tuan Kholid maka pada tanggal 10 April 2012 BMS dapat membuat jurnal 
untuk membebankan biaya praakad ditangguhkan sebagai beban periode 
berjalan dengan jurnal sebagai berikut : 
 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
05/04/12 Dr. Biaya Operasional Lainnya 5.000.000  
 Cr. Biaya Praakad Ditangguhkan  5.000.000 
 
3. Penagihan piutang istishna’ kepada pembeli. 
a. BMS melakukan penagihan kepada pembeli akhir dilakukan dalam 5 termin 
dalam jumlah yang sama yaitu Rp 30.000.000,00 setiap tanggal 10 mulai 
bulan Mei. Maka jurnal untuk mengakui setiap kali penagihan piutang 
istishna’ kepada pembeli dan penerimaan pembayaran dari pembeli tersebut 
adalah sebagai berikut : 
 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
10/05/12 Dr. Piutang Istishna’ 30.000.000  
 Cr. Termin Istishna’  30.000.000 
 
b. Pada saat pembeli melakukan pembayaran atas tagihan dia terima, maka 
jurnal yang harus dibuat oleh BMS adalah sebagai berikut : 
 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
10/05/12 Dr. Kas/Rekening Nasabah 30.000.000  
 Cr. Piutang Istishna’  30.000.000 
 Dr. Termin Istishna’ 30.000.000  
 Cr. Aset Istishna’ dalam Penyelesaian  30.000.000 
 
4. Akad istishna’ antara BMS dengan PT Konstruksi Ahsan selaku Kontraktor. 
a. Pada tanggal 1 Juni 2012, PT Konstruksi Ahsan menyelesaikan 20% 
pembangunan dan menagih pembayaran termin pertama sebesar Rp 
25.000.000,00 kepada BMS. Jurnal pengakuan penagihan pembayaran oleh 
pembuat barang adalah sebagai berikut : 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
01/06/12 Dr. Aset Istishna’ dalam Penyelesaian 25.000.000  
 Cr. Utang Istishna’  25.000.000 
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b. Apabila BMS melakukan pembayaran kepada PT Konstruksi Ahsan selaku 
pembuat barang pada tanggal yang sama (1 Juni 2012) maka jurnal yang 
harus dibuat oleh BMS pada tanggal 1 Juni 2012 adalah sebagai berikut : 
 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
01/06/12 Dr. Utang Istishna’  25.000.000  




Akad Istishna’ pertama antara Tuan Syafiq dengan Bank Islam Permata (BIP). 
Kesepakatan keduanya adalah sebagai berikut : 
• Harga bangunan   : Rp 150.000.000,00 
• Termin pembayaran  : 5 termin sebesar @ Rp.30.000.000,00 
 
Akad Istishna’ kedua antara BIP dengan PT Kontraktor Prima dengan kesepakatan 
sebagai berikut: 
• Harga bangunan   : Rp 130.000.000,00 
• Termin pembayaran  : 3 termin masing-masing sebesar :  
  20% = Rp 26.000.000,00 dan  
  30% = Rp 39.000.000,00 dan  
  50% = Rp 65.000.000,00 
 
Jurnal-jurnal yang harus dicatat oleh BIP atas kedua kesepakatan tersebut adalah : 
1. Biaya praakad ditangguhkan 
a. Untuk keperluan survey, BIP telah mengeluarkan sejumlah biaya praakad 
sebesar Rp.25.000.000,00. Biaya praakad tersebut diakui sebagai biaya 
istishna’ apabila telah terjadi kesepakatan antara BIP dengan Tuan Syafiq. 
Jurnal yang harus dibuat oleh BIP atas transaksi ini adalah : 
 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
 Dr. Beban Praakad Ditangguhkan  25.000.000  
 Cr. Kas  25.000.000 
 
b. Terjadi penandatangan akad antara BIP dengan Tuan Syafiq maka jurnal 
yang harus dibuat adalah : 
 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
 Dr. Biaya Istishna’  25.000.000  
 Cr. Beban Praakad Ditangguhkan  25.000.000 
 
2. Tagihan I dari Pemasok – Tingkat penyelesaian 20% 
a. BIP menerima penagihan dari pemasok PT Kontraktor Prima karena 
pemasok telah menyelesaikan 20% pembangunan. Atas penerimaan tagihan 
ini, BIP mencatat dan mengakuinya sebagai Utang Istishna’ dan Aset 
Istishna’ dalam Penyelesaian. Jurnal yang harus dibuat BIP pada saat 




Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
 Dr. Aset Istishna’ dalam Penyelesaian 26.000.000  
 Cr. Utang Istishna’  26.000.000 
 
b. BIP melakukan pembayaran atas tagihan tersebut maka jurnal yang harus 
dibuat oleh BIP adalah : 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
 Dr. Utang Istishna’  26.000.000  
 Cr. Kas  26.000.000 
 
3. Pengakuan Pendapatan Margin Istishna’ 
BIP melakukan pencatatan untuk mengakui pendapatan margin Istishna’. 
Sebagaimana dalam penjelasan dalam teori sebelumnya bahwa pendapatan 
margin Istishna’ dihitung dari penjumlahan antara margin keuntungan Istishna’ 




Jurnal yang harus dibuat oleh BIP untuk mengakui pendapatan margin Istishna’ 
adalah : 
 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
 Dr. Aset Istishna’ dalam Penyelesaian  4.000.000  
 Dr. Harga Pokok Istishna’  26.000.000  
 Cr. Pendapatan Margin Istishna’   30.000.000 
 
Penjelasan masing-masing rekening jurnal di atas :  
a. Harga pokok Istishna’ didebit sebesar Rp 26.000.000,00 berasal dari jumlah 
pembayaran termin pertama dari BIP kepada PT Kontraktor Prima yang 





b. Pendapatan margin Istishna’ dikredit sebesar Rp 30.000.000,00 berasal dari 





c. Asset Istishna’ dalam penyelesaian didebit sebesar Rp 4.000.000,00 adalah 
margin keuntungan istishna’ yang dihitung dari selisih (Rp 30.000.000,00 – 
Rp 26.000.000,00). 
 
4. Tagihan II dari Pemasok – Tingkat penyelesaian 30%  
a. BIP menerima penagihan kedua dari pemasok PT Kontraktor Prima. Atas 
penerimaan tagihan ini, BIP mencatat dan mengakuinya sebagai Utang 
Pendapatan Margin Istishna’ = Margin keuntungan istishna’ + Harga pokok istishna’ 
HP Istishna’ (didebit) = Tingkat Penyelesaian x Nilai Akad – Kontraktor 
Harga Pokok Istishna’ (didebit) = 20% x Rp 130.000.000,00 = Rp 26.000.000,00  
Pendapatan Margin Istishna’ (didebit) = Tingkat Penyelesaian x Nilai Akad – Pembeli 
Pendapatan Margin Istishna’ (didebit) = 20% x Rp 150.000.000,00 = Rp 30.000.000,00  
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Istishna’ dan Aset Istishna’ dalam Penyelesaian. Jurnal yang harus dibuat 
oleh BIP pada saat menerima tagihan adalah: 
 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
 Dr. Aset Istishna’ dalam Penyelesaian 39.000.000  
 Cr. Utang Istishna’  39.000.000 
 
b. BIP melakukan pembayaran atas tagihan kedua tersebut maka jurnal yang 
harus dibuat oleh BIP adalah : 
 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
 Dr. Utang Istishna’  39.000.000  
 Cr. Kas  39.000.000 
 
5. Pengakuan Pendapatan Margin Istishna’ 
BIP melakukan pencatatan untuk mengakui pendapatan margin Istishna’. 
Formula perhitungan pendapatan margin Istishna’, harga pokok Istishna’ dan 
asset Istishna’ dalam penyelesaian telah dijelaskan sebelumnya. Jurnal yang 
harus dibuat oleh BIP untuk mengakui pendapatan margin Istishna’ kedua 
adalah : 
 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
 Dr. Aset Istishna’ dalam Penyelesaian  6.000.000  
 Dr. Harga Pokok Istishna’ 39.000.000  
 Cr. Pendapatan Margin Istishna’   45.000.000 
 






6. Tagihan III dari Pemasok – Tingkat penyelesaian 50% 
a. BIP menerima penagihan ketiga dari pemasok PT Kontraktor Prima. Atas 
penerimaan tagihan ini, BIP mencatat dan mengakuinya sebagai Utang 
Istishna’ dan Aset Istishna’ dalam Penyelesaian. Jurnal yang harus dibuat 
oleh BIP pada saat menerima tagihan adalah: 
 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
 Dr. Aset Istishna’ dalam Penyelesaian 65.000.000  
 Cr. Utang Istishna’  65.000.000 
 
b. BIP melakukan pembayaran atas tagihan ketiga tersebut maka jurnal yang 
harus dibuat oleh BIP adalah : 
 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
 Dr. Utang Istishna’  65.000.000  
 Cr. Kas  65.000.000 
Harga Pokok Istishna’ = 30% x Rp 130.000.000,00 = Rp 39.000.000,00 
Pendapatan Margin Istishna’ = 30% x Rp 150.000.000,00 = Rp 45.000.000,00 




7. Pengakuan Pendapatan Margin Istishna’ 
Jurnal yang harus dibuat oleh BIP untuk mengakui pendapatan margin Istishna’ 
ketiga adalah: 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
 Dr. Aset Istishna’ dalam Penyelesaian 10.000.000  
 Dr. Harga Pokok Istishna’ 65.000.000  
 Cr. Pendapatan Margin Istishna’  75.000.000 
 





8. Penagihan piutang ke Tuan Syafiq 
a. BIP melakukan penagihan piutang Istishna’ dan menerima pembayaran 
piutang Istishna’ dari pembeli (nasabah) selama 5 kali termin. Jurnal yang 
harus dibuat oleh BIP pada saat penagihan kepada pembeli setiap terminnya 
adalah : 
 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
 Dr. Piutang Istishna’ 30.000.000  
 Cr. Termin Istishna’  30.000.000 
 
b. BIP menerima pembayaran termin Istishna’ dari pembeli. Jurnal yang harus 
dibuat oleh BIP setiap kali menerima pembayaran dari Tuan Syafiq adalah: 
 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
 Dr. Kas/Rekening Nasabah 30.000.000  
 Cr. Piutang Istishna’  30.000.000 
 Dr. Termin Istishna’ 30.000.000  
 Cr. Aset Istishna’ dalam Penyelesaian  30.000.000 
 
F. Soal Diskusi 
Pada tanggal 3 Maret 2014, Bank Syariah Barokah mendapat pesanan dari RS 
Bina Kasih dengan kontrak istishna’ untuk pembelian 10 unit rumah untuk 
karyawannya dengan total nilai kontrak Rp 600.000.000 dengan spesifikasi luas 
bangunan 75m2 bahan batu dan kayu bangkire. 
 
Lama penyelesaian  : 5 bulan (paling lambat 5 Agustus) 
Mekanisme penagihan : 3 termin sebesar Rp200.000.000 per termin 
         mulai tanggal 5 Agustus 
Mekanisme pembayaran : setiap 10 hari setelah tanggal penagihan 
 
Untuk pengadaan rumah tersebut, pada tanggal 8 Maret 2014, Bank Syariah 
Barokah bekerja sama dengan PT Kontraktor Abadi dengan menggunakan kontrak 
istishna’ dengan nilai kontrak Rp 560.000.000 untuk 10 unit rumah. 
 
Lama penyelesaian   : 4 bulan 20 hari (paling lambat 30 Juli) 
Harga Pokok Istishna’ = 50% x Rp 130.000.000,00 = Rp 65.000.000,00 
Pendapatan Margin Istishna’ = 50% x Rp 150.000.000,00 = Rp 75.000.000,00 
Margin Keuntungan Istishna’ = Rp 75.000.000,00 – Rp 65.000.000,00 = Rp 10.000.000,00  
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Mekanisme penagihan kontraktor : dua termin pada saat penyelesaian 50 % dan 
  100% 
Mekanisme pembayaran oleh bank : dibayar tunai 5 hari setelah tanggal tagihan 
   dari kontraktor 
 
Buatlah jurnal untuk kasus berikut, adapun metode pengakuan pendapatan 
menggunakan metode persentase penyelesaian. 
 
1. Tanggal 1 Maret 2014 untuk keperluan survey dan pembuatan desain bangunan 
yang akan dijadikan acuan spesifikasi barang, Bank Syariah Barokah telah 
mengeluarkan kas sebesar Rp 5.000.000. Jurnalnya adalah? 
2. Tanggal 3 Maret 2014 disepakati akad transaksi istishna pembuatan 10 unit 
rumah antara Bank Syariah Barokah dengan RS Bina Kasih. Saat akad, beban 
praakad diakui sebagai biaya istishna’. 
3. Tanggal 15 Mei 2014, PT Kontraktor Abadi menyelesaikan 50% pembangunan 
dan menagih pembayaran termin pertama sebesar Rp 280.000.000 (50% x Rp 
560.000.000) kepada Bank Syariah Barokah. 
4. Diakui pendapatan istishna’ saat penyelesaian 50%. 
5. Tanggal 20 Mei 2014 Bank Syariah Barokah membayar tagihan PT Kontraktor 
Abadi sebesar yang ditagihkan. 
6. Tanggal 30 Juli PT Kontraktor Abadi menyelesaikan 100% pembangunan dan 
menagih pembayaran termin kedua sebesar Rp 280.000.000 kepada Bank 
Syariah Barokah. 
7. Diakui pendapatan istishna’ saat penyelesaian 100%. 
8. Tanggal 4 Agustus 2014 Bank Syariah Barokah membayar tagihan PT 
Kontraktor Abadi sebesar yang ditagihkan. 
9. Tanggal 5 Agustus 2014 Bank Syariah Barokah melakukan penagihan termin 
pertama pada RS Bina Kasih sebesar Rp 200.000.000. 
10. Tanggal 10 Agustus 2014 RS Bina Kasih membayar tagihan istishna’ termin 





























A. Pengertian Akad Murabahah 
Murabahah diambil dari bahasa Arab “ar-ribhu” yang berarti kelebihan dan 
tambahan (keuntungan). Sedangkan menurut istilah murabahah dapat diartikan 
yang dapat diartikan sebagai transaksi penjualan barang dengan harga perolehan 
dan keutungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas 
akad jual beli tanpa dapat dilakukan secara tunai (bai’ naqdan) dan tangguh (Bai’ 
Mu’ajjal/Bai’ Bi’tsaman Ajil). Pertukaran dapat dilakukan antara uang dengan 
barang, barang dengan barang yang biasa kita kenal dengan barter dan uang dengan 
uang misalnya pertukaran nilai mata uang rupiah dengan yen. Murabahah adalah 
transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan 
(margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.26 Hal yang membedakan 
murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas 
memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa 
keuntungan yang diinginkan. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-
menawar atas besaran margin keuntungan sehigga akhirnya diperoleh kesepakatan. 
Harga beli menggunakan harga pokok yaitu harga beli dikurangi dengan diskon 
pembelian. apabila diskon diberikan secara akad, maka diskon yang di dapat akan 
menjadi hak pembeli atau hak penjual sesuai dengan kespakatan mereka di awal 
akad. Dalam PSAK 102 dijelaskan bahwa, jika akad tidak akan mengatur, maka 
diskon tersebut menjadi milik penjual. Namun pada hakikatnya, diskon pembeli 
adalah hak pembeli. Sehingga akan lebih baik jika prosedur operasional perusahaan 
menyatakan bahwa diskon setiap akad murabahah adalah hak pembeli. 
 
B. Jenis-jenis Akad Murahabah 
Murabahah sendiri terdiri atas 2 jenis yaitu: 
1) Murabahah dengan pesanan  
Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah 
ada pemesanan dari pembeli.  
Murabahah dengan pesanan data bersifat mengikat atau tidak mengikat 
pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, 
berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat 
membatalkan pesanannya. Jika asset murabahah yang telah dibeli oleh 
penjual, dalam murabahah pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai 
 
26 Nurhayati, Sri & Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2008) h.67 
Tujuan Pembelajaran 
Pada bab ini, Saudara diharapkan mampu: 
1. Menjelaskan Pengertian Akad Murabahah 
2. Menjelaskan Jenis-jenis Akad Murabahah 
3. Menjelaskan Landasan Hukum Akad Murabahah 
4. Menjelaskan Rukun dan Ketentuan Akad Murabahah 
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sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi 
beban penjual dan akan mengurangi nilai akad. 
 
2) Murabahah tanpa pesanan  
Murabahah jenis bersifat tidak mengikat, maksudnya adalah ada yang pesan 
atau tidak, ada yang beli atau tidak, Bank Syariah menyediakan 
dagangannya, penyediaan barang pada murabahah ini tidak terpengaruh 
atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli. 
 
C. Landasan Hukum Akad Murabahah 
Landasan hukum akad murabahah adalah sebagai berikut: 
1. Al-Qur’an 
 
”hai orang – orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan 
(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), 
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela 
diantaramu… “ (QS 4:29) 
 
“Hai orang – orang yang beriman penuhilah akad – akad itu…” (QS 5:1) 
 
“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS 2:275) 
 
“…dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah 
tangguh sampai ia berkelapangan.” (QS 2:280) 
 




Dari Abu Sa’id Al – Khudri bahwa Rasullullah SAW bersabda :  
 
“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR Al – 
Baihaqi, Ibnu Majah, dan shahih menurut Ibnu Hibban). 
Rasulullah bersabda, “Ada tiga hal yang mengandung keberkahan: jual beli 
secara tangguh, muqadharah (mudharabah), dan mencampur gandum 
dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.” (HR 
Ibnu Majah dari Shuhaib) 
 
D. Rukun dan Ketentuan Akad Murabahah 
Rukun dan ketentuan murabahah, yaitu sebagai berikut: 
1) Pelaku 
Pelaku harus cakap hukum dan sudah baligh, sehingga jual beli dengan 
orang gila menjadi tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil 
dianggap sah, apabila seizin walinya. 
2) Objek jual beli, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal. 
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b. Barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat atau memiliki 
nilai, dan bukan merupakan barang – barang yang dilarang 
diperjualbelikan. 
c. Barang tersebut dimilki oleh penjual. Jual beli atas barang yang tidak 
dimilki oleh penjual adalah tidak sah karena bagaimana mungkin ia 
dapat menyerahkan kepemilikan barang kepada orang lain atas barang 
yang bukan miliknya. 
d. Barang diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu dimasa 
depan. 
e. Barang harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasikan oleh 
pembeli sehingga tidak ada gharar (ketidakpastian). 
f. Barang dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas. 
g. Harga barang jelas. 
h. Barang yang diakadkan ada ditangan penjual. 
3) Ijab Kabul 
Pernyataan dan ekspresi saling rida/rela diantara pihak – pihak pelaku akad 
yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau 
menggunakan cara – cara komunikasi modern. 
 
E. Contoh Soal Akad Murabahah 
 
Kasus 1 
Dalam catatan Bank Syariah Kaffah (BSK), terdapat utang nasabah 
bermasalah (Ridwan) sebesar Rp 5.000.000,00 yang terdiri atas saldo pokok asset 
murabahah sebesar Rp 4.000.000,00 dan keuntungan murabahah tangguhan sebesar 
Rp 1.000.000,00. Atas utang tersebut Ridwan melakukan pembayaran sebagai 
berikut: 
• Tanggal 2 November 2011, Ridwan melakukan pembayaran sebesar 
Rp.2.000.000,00 
• Tanggal 15 November 2011, Ridwan melakukan pembayaran sebesar 
Rp.2.000.000,00 
• Tanggal 25 November 2011, Ridwan melakukan pembayaran sebesar 
Rp.1.000.000,00 
Atas transaksi tersebut Bank Syariah Kaffah melakukan jurnal sebagai berikut. 
1. Tanggal 2 November 2011, BSK menerima pembayaran dari Ridwan sebesar 
Rp 2.000.000,00 maka jurnal yang dibuat oleh BSK adalah : 
 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
02/11/11 Dr. Kas/Rekening Nasabah 2.000.000  
 Cr. Piutang Murabahah - Ridwan   2.000.000 
 
2. Tanggal 15 November 2011, BSK menerima pembayaran dari Ridwan sebesar 
Rp 2.000.000,00 maka jurnal yang dibuat oleh BSK adalah : 
 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
15/11/11 Dr. Kas/Rekening Nasabah  2.000.000  
 Cr. Piutang Murabahah - Ridwan   2.000.000 
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3. Tanggal 25 November 2011, BSK menerima pembayaran dari Ridwan sebesar 
Rp 1.000.000,00 maka jurnal yang dibuat oleh BSK adalah : 
 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
25/11/11 Dr. Kas/Rekening Nasabah  1.000.000  
 Cr. Piutang Murabahah - Ridwan   1.000.000 
 Dr. Keuntungan Murabahah Tangguhan  1.000.000  
 Cr. Keuntungan Murabahah   1.000.000 
 
Dengan adanya penerimaan pembayaran kedua ini maka seluruh saldo pokok 
murabahah telah terbayar semua, sehingga sisanya dipergunakan untuk pembayaran 
keuntungan murabahah yang belum dibayar. Setelah pembayaran sisa sebesar Rp 
1.000.000,00 maka BSK membuat jurnal untuk mengakui keuntungan murabahah 
yang telah direalisasi yang berasal dari keuntungan murabahah tangguhan. 
 
Kasus 2 
Dalam catatan Bank Mulia Syariah (BMS), utang Bapak Ahmad sebesar Rp 
1.500.000,00 yang terdiri dari saldo pokok murabahah sebesar Rp 1.000.000,00 dan 
saldo keuntungan murabahah tangguhan sebesar Rp 500.000,00. Setelah dilakukan 
negoisasi, Bapak Ahmad sepakat untuk melakukan pembayaran utangnya dalam 
dua tahap yaitu masing-masing Rp 750.000,00. 
Dengan adanya transaksi tersebut Bank Mulia Syariah (BMS) melakukan 
jurnal sebagai berikut. 
1. Penerimaan pembayaran tahap pertama sebesar Rp 750.000,00 pada tanggal 5 
Maret 2012, maka jurnal yang dilakukan oleh Bank Mulia Syariah (BMS) 
adalah sebagai berikut. 
 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
05/03/12 Dr. Kas/Rekening Nasabah  750.000  
 Cr. Piutang Murabahah - Ahmad  750.000 
 
2. Penerimaan pembayaran tahap kedua sebesar Rp 750.000,00 pada tanggal 5 
Mei 2012, maka jurnal yang dilakukan oleh Bank Mulia Syariah (BMS) adalah 
sebagai berikut. 
 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
05/05/12 Dr. Kas/Rekening Nasabah  750.000  
 Cr. Piutang Murabahah - Ahmad   750.000 
05/05/12 Dr. Keuntungan Murabahah Tangguhan  500.000  
 Cr. Keuntungan Murabahah   500.000 
 
3. Pada tanggal 25 Maret 2012, atas keterlambatan pembayaran angsuran tanggal 
12 Maret 2012, Bank Mulia Syariah (BMS) mengenakan denda keterlambatan 
kepada Ahmad sebesar Rp500.000,00. Denda ini diistilahkan dengan ta’zir 
dengan tujuan untuk mendidik nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Atas 
penerimaan dana denda dari Ahmad tersebut, Bank Mulia Syariah melakukan 





Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
25/03/12 Dr. Dana Kebajikan – Kas  500.000  
 Cr. Dana Kebajikan – Pendapatan Denda   500.000 
 
 
F. Soal Diskusi 
Pada tanggal 1 Maret 2014 PT Rakyat Sejahtera melakukan negosiasi dengan 
BPRS Insani untuk memperoleh fasilitas murabahah dengan pesanan untuk 1 set 
server seharga Rp 80.000.000,00 dengan rencana sebagai berikut: 
 
Harga Total Barang Rp 80.000.000,00 
Uang Muka Rp 20.000.000,00 
Pembiayaan oleh BPRS Rp 60.000.000,00 
Margin Rp   7.375.570,25 
Harga Jual Rp 87.375.570,25 (harga barang plus margin) 
Jumlah Bulanan Angsuran 18 Bulan 
Biaya Administrasi 0,5% dari pembiayaan BPRS 
 
Diminta:  
1. Hitunglah angsuran per bulan yang mesti dibayar oleh PT Rakyat Sejahtera. 
2. Hitunglah persentase keuntungan total piutang. 
3. Hitunglah berapa besar margin dan pokok piutang dalam setiap angsuran per 



































A. Pengertian Akad Musyarakah 
Al-Musyarakah adalah akad kerjasama (syirkah) antara dua pihak atau lebih 
untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi 
dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama 
sesuai kesepakatan.27  
Secara bahasa kata syirkah berarti al-ikhtialath (percampuran) dan 
persekutuan.28 Sehingga dapat ditarik kesimpulan percampuran disini adalah 
seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk 
dibedakan. 
Jika diperhatikan dari definisi diatas sesungguhnya perbedaan hanya bersifat 
redaksional, namun secara esensial prinsipnya sama yaitu bentuk kerjasama antara 
dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan 
kerugiannya ditanggung secara bersama. 
Sedangkan menurut Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK No. 106 
mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih 
untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi 
dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan 
sedangkan kerugian berdasarkan porsi dana. 
 
B. Jenis-jenis Akad Musyarakah 
Musyarakah secara garis besar terdiri atas 2 jenis, yaitu: 
1) Syirkah Al-Amlak 
Syirkah Al-Amlak adalah suatu syirkah dimana dua orang atau lebih 
bersama-sama memiliki suatu barang tanpa melakukan akad syirkah. Sebagai 
contoh dua orang diberi hibah sebuah rumah. Dalam contoh ini rumah tersebut 
dimiliki oleh dua orang melalui hibah, tanpa akad syirkah antara dua orang 
yang diberi hibah tersebut.29 
Syirkah Al-Amlak terbagi kepada dua bagian: 30 
a. Syirkah Ikhtiyariyah, yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan 
hokum orang yang berserikat, seperti dua orang sepakat membeli suatu 
barang atau keduanya menerima hibah, wasiat atau wakaf dari orang lain 
 
27 Antoni, Muhammad Syafi’i, Bank Syariah, (Jakarta, Gema Insani, 2001) h.90 
28 Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan & Sapiudin Shidiq, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Prenada 
Media Group, 2010) h.127 
29 Muslich, Ahmad Wardi, Fiqh Muamalat, (Jakarta, AMZAH, 2010) h.344 
30 Ibid, h.131 
Tujuan Pembelajaran 
Pada bab ini, Saudara diharapkan mampu: 
1. Menjelaskan Pengertian Akad Musyarakah 
2. Menjelaskan Jenis-jenis Akad Musyarakah 
3. Menjelaskan Landasan Hukum Akad Musyarakah 
4. Menjelaskan Rukun dan Ketentuan Akad Musyarakah 
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maka benda-benda ini menjadi harta serikat (bersama) bagi mereka 
berdua. 
b. Syirkah Jabariyah, yaitu perserikatan yang muncul secara paksa bukan 
keinginan orang yang berserikat artinya hak milik bagi mereka berdua 
atau lebih tanpa dikehendaki oleh mereka. Seperti harta warisan yang 
mereka terima dari bapaknya yang telah wafat. Harta warisan ini menjadi 
hak milik bersama bagi mereka yang memiliki hak warisan. 
2) Syirkah Uqud 
Syirkah uqud adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk 
bekerjasama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. Artinya, kerjasama ini 
didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian 
keuntungannya.  
Syirkah uqud dibagi menjadi 5 yaitu:31 
a. Syirkah inan, yaitu penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih 
yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal 
lebih besar dari pihak lain. Demikian halnya dengan beban 
tanggungjawab dan kerja, boleh satau pihak bertanggungjawab penuh, 
sedangkan pihak lain tidak. Keuntungan dibagi dua sesuai presentase 
yang telah disepakati. Jika, mengalami kerugian maka resiko ditanggung 
bersama dilihat dari presentase modal. 
b. Syirkah al-mufawadhah, yaitu perserikatan dimana modal semua pihak 
dan bentuk kerjasama yang mereka lakukan baik kualitas dan 
kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata. Dalam syirkah ini 
masing-masing pihak harus sama-sama bekerja.  
c. Syirkah al-abdan, yaitu perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya 
dibagi bersama sesuai kesepakatan. Artinya, perserikatan dua orang atau 
lebih untuk menerima suatu pekerjaan seperti tukang besi, kuli angkut, 
tukang jahit, tukang servis elektronik dan sebagainya.  Syirkah abdan 
(fisik) juga disebut syirkah amal (kerja), syirkah sana’i (para tukang), dan 
syirkah taqabbul (penerimaan). 
d. Syirkah al-wujuh, yaitu perserikatan tanpa modal, artinya dua orang atau 
lebih membeli suatu barang tanpa modal, yang terjadi adalah hanya 
berpegang kepada nama baik dan kepercayaan para pedagang terhadap 
mereka.  
Dengan catatan keuntungan untuk mereka. Syirkah semacam ini 
sekarang mirip dengan makelar. Mereka berserikat membeli barang 
dengan cara kredit kemudian dijual dengan tunai dan keuntungannya 
dibagi bersama. 
e. Syirkah mudharabah, yaitu persetujuan antara pemilik modal dan 
seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam suatu 
perdagangan tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan 




31 Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan & Sapiudin Shidiq, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Prenada 
Media Group, 2010) h.131 
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C. Landasan Hukum Akad Musyarakah 
Landasan hukum akad musyarakah adalah sebagai berikut: 
1) Al-Qur’an 
 
Artinya: ”maka mereka berserikat pada sepertiga” (an-Nisaa’: 12) 
 
Artinya: ”Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat 
itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang 
yang beriman dan mengerjakan amal saleh.” (Shaad: 24) 
 
2) Al-Hadist 
Dari Abu Hurairah Rasulullah saw. Bersabda, “Sesungguhnya Allah Azza 
wa Jalla berfirman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama 
salah satunya tidak mengkhianati lainnya.” (HR. Abu Dawud) 
Hadis qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hamba–
Nya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat 
kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan. 
 
3) Ijma’ 
Ibnu Qadimah dalam kitabnya, al-Mughni, telah berkata, “Kaum muslimin 
telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun 
terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.” Berdasarkan 
sumber hukum diatas maka secara ijma para ulama sepakat bahwa hukum 
syirkah itu boleh. 
 
D. Rukun dan Ketentuan Akad Musyarakah 
Unsur-unsur yang harus ada dalam akad musyarakah atau rukun musyarakah 
terdiri atas 4 yaitu: 
 
1) Pelaku 
Para mitra harus cakap hukum dan baligh. 
 
2) Objek Musyarakah 
Objek musyarakah merupakan suatu konsekuensi dengan dilakukannya 
akad musyarakah yang terdiri dari modal dan kerja dengan penjelasan sebagai 
berikut: 
a. Modal 
• Modal yang diberikan harus tunai. 
• Modal yang diserahkan dapat berupa uang tunai, emas, perak, aset 
perdagangan, atau aset tidak berwujud seperti lisensi, hak paten, dsb. 
• Apabila modal yang diserahkan dalam bentuk nonkas, maka harus 
ditentukan nilai tunainya terlebih dahulu dan harus disepakati 
bersama. 
• Modal yang diserahkan oleh setiap mitra harus dicampur. Tidak 




• Dalam kondisi normal, setiap mitra memiliki hak untuk mengelola 
aset kemitraan. 
• Mitra tidak boleh meminjam uang atas nama usaha musyarakah, 
demikian juga meminjamkan uang kepada pihak ketiga dari modal 
musyarakah, menyumbang atau menghadiahkan uang tsb. Kecuali, 
mitra lain telah menyepakatinya. 
• Seorang mitra tidk diizinkan untuk mencairkan atau 
menginvestasikan modal itu untuk kepentingannya sendiri. 
• Pada prinsipnya dalam musyarakah tidak boleh ada penjaminan 
modal, seorang mitra tidak bisa menjamin modal mitra lainnya, 
karena musyarakah didasarkan prinsip al-ghunmu bi al ghurmi-hak 
untuk mendapat keuntungan berhubungan dengan risiko yang 
diterima. 
• Modal yang ditanamkan tidak boleh digunakan untuk membiayai 
proyek atau investasi yang dilarang oleh syariah. 
b. Kerja 
• Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan 
musyarakah. 
• Tidak dibenarkan bila salah seorang diantara mitra mengatakan tidak 
ikut serta menangani pekerjaan dalam kemitraan tsb. 
• Meskipun porsi kerja antara satu mitra dengan mitra lainnya tidak 
harus sama. Mitra yang porsi kerjanya lebih banyak boleh meminta 
bagina keuntungan yang lebi besar. 
• Setiap mitra bekerja atas nama pribadi atau mewakili mitranya. 
• Para mitra harus menjalankan usaha sesuai denga syariah. 
• Seorang mitra yang melaksanakan pekerjaan di luar wilayah tugas 
yang ia sepakati, berhak mempekerjakan orang lain untuk menangani 
pekerjaan tersebut. 
• Jika seorang mitra yang mempekerjakan pekerja lain untuk 
melaksanakan tugas yang menjadi bagiannya, biaya yang timbul 
harus di tanggungnya sendiri. 
 
3) Ijab Qabul 
Ijab qabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela di antara pihak-
pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui 




a. Nisbah diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati 
oleh para mitra di awal akad sehingga risiko perselisihan diantara para 
mitra dapat dihilangkan. 
b.  Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. 
c. Keuntungan harus dapat dikuantifikasi dan ditentukan dasar perhitungan 
keuntungan tersebut. Misalnya, bagi hasil atau bagi laba. 
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d. Keuntungan yang dibagikan tidak boleh menggunakan nilai proyeksi 
akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan. 
e. Mitra tidak dapat menentukan bagian keuntungannya sendiri. 
f. Pada prinsipnya keuntungan milik para mitra namun diperbolehkan 
mengalokasikan keuntungan untuk pihak ketiga bila disepakati. 
 
E. Contoh Soal Akad Musyarakah 
 
Kasus 1 
Pada tanggal 2 Juni 2012, Nashiruddin menandatangani akad pembiayaan usaha 
pembuatan produk rumah tangga dari aluminium dengan Bank Syariah Tegar 
(BST) dengan skema musyarakah sebagai berikut : 
a. Nilai Proyek   : Rp 100.000.000,00 
b. Kontribusi Bank   : Rp 60.000.000,00 (pembayaran tahap pertama 
  sebesar Rp 30.000.000,00 dilakukan tanggal 10 
  Juni dan pembayaran tahap kedua [tahap final] 
  sebesar Rp 30.000.000,00 dilakukan tanggal  
  10 Juli) 
c. Kontribusi Nashiruddin  : Rp 40.000.000,00 
d. Nisbah Bagi Hasil  : Nashiruddin 80% dan BST 20% 
e. Periode    : 10 Bulan 
f. Biaya Administrasi  : Rp 600.000,00 (1% dari pembiayaan Syariah) 
g. Objek Bagi Hasil  : Laba Bruto (selisih harga jual dikurangi harga 
  pokok penjualan) 
h. Skema Pelunasan Pokok : Musyarakah permanen – dilunasi pada saat 
 akad berakhir tanggal 2 April 2013 
i. Skema Pelaporan dan pembayaran porsi bagi hasil bank dilakukan setiap 
tanggal dua per bulan. Pelaporan dan pembayaran pertama dilakukan pada 
tanggal 2 Juli 2012. 
 
Berikut beberapa jurnal yang harus dicatat oleh Bank Syariah Tegar (BST) 
berkaitan dengan transaksi musyarakah diatas. 
1. Penandatanganan Akad Musyarakah 
Pada tanggal 2 Juni 2012, jurnal yang harus dibuat oleh BST pada saat 
penandatanganan akad ada 2 (dua) yaitu: 
a. Jurnal yang harus dibuat oleh BST untuk mencatat adanya kewajiban 
komitmen pembiayaan adalah: 
 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
02/06/12 Dr. Pos Lawan Kewajiban Komitmen Administratif 
Pembiayaan 
60.000.000  




b. Selain itu, BST juga harus membuat jurnal untuk mencatat penerimaan 




Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
02/06/12 Dr. Kas/Rekening Nasabah 600.000  
 Cr. Pendapatan Administrasi  600.000 
 
2. Pencairan Dana Musyarakah Tahap 1 
Misalnya, pada tanggal 10 Juni 2012 BST merealisasikan tahap 1 dana 
musyarakah kepada nasabah sebesar Rp 30.000.000,00. Pada tahap realisasi 
atau pencairan dana, pihak BST membuat 2 (dua) jurnal yaitu (1) membalik 
rekening kewajiban komitmen pembiayaan, dan (2) mencatat pembayaran 
investasi musyarakah kepada nasabah. Jurnal yang harus dibuat oleh BST 
adalah : 
 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
10/06/12 Dr. Kewajiban Komitmen Administratif Pembiayaan 30.000.000  
 Cr. Pos Lawan Kewajiban Komitmen Administratif 
Pembiayaan 
 30.000.000 
 Dr. Investasi Musyarakah 30.000.000  
 Cr. Kas/Rekening Nasabah  30.000.000 
 
3. Pencairan Dana Musyarakah Tahap 2 
Selanjutnya, sesuai dengan skema akad sebelumnya, BST melakukan 
pembayaran tahap final (tahap 2) yang dilakukan pada tanggal 10 Juni 2012 
sebesar Rp 30.000.000,00 kepada nasabah. Jurnal yang harus dibuat oleh BST 
untuk pembayaran tahap kedua adalah: 
 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
10/07/12 Dr. Kewajiban Komitmen Administratif Pembiayaan 30.000.000  
 Cr. Pos Lawan Kewajiban Komitmen Administratif 
Pembiayaan 
 30.000.000 
 Dr. Investasi Musyarakah 30.000.000  
 Cr. Kas/Rekening Nasabah  30.000.000 
 
4. Pelaporan dan Pembayaran Bagi Hasil Musyarakah 
Nasabah mempunyai kewajiban untuk melakukan pelaporan dan pembayaran 
pada setiap bulan setiap tanggal 2 sebagaimana tertuang dalam skema akad 
musyarakah dengan BST selama periode akad 10 bulan. Terdapat 2 (dua) 
alternatif dalam hal ini yaitu : 
a. Pada tanggal 2 Juli 2012 nasabah melakukan pelaporan dan pembayaran 
kepada BST secara bersamaan. Jurnal yang harus dibuat oleh BST pada 
tanggal tersebut jika nasabah melaporkan laba kotor sebesar Rp 
10.000.000,00 dengan porsi BST sebesar 20% adalah : 
 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
02/07/12 Dr. Kas/Rekening Nasabah 2.000.000  
 Cr. Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah  2.000.000 
 
b. Pada tanggal 2 Agustus 2012 nasabah melakukan pelaporan hasil usahanya 
kepada BST dengan laba kotor sebesar Rp 12.500.000,00. Nasabah baru 
melakukan pembayaran bagi hasil yang merupakan hak BST pada tanggal 
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20 Agustus 2012. Jurnal yang harus dibuat BST pada tanggal 2 Agustus 
2012 adalah : 
 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
02/08/12 Dr. Piutang Pendapatan Bagi Hasil 2.500.000  
 Cr. Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah  2.500.000 
 
Selanjutnya pada saat nasabah melakukan pembayaran bagi hasil ke BST 
pada tanggal 20 Agustus 2012, BST membuat jurnal sebagai berikut: 
 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
20/08/12 Dr. Kas/Rekening Nasabah 2.500.000  
 Cr. Piutang Pendapatan Bagi Hasil   2.500.000 
 
5. Akad Musyarakah Berakhir 
Pada tanggal 2 April 2013 saat akad berakhir terdapat 2 (dua) alternatif 
pencatatan yaitu : 
a. Apabila Nashiruddin mampu mengembalikan modal musyarakah, maka 
jurnal yang harus dibuat oleh BST untuk mencatat pengembalian modal 
musyarakah adalah : 
 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
02/04/13 Dr. Kas/Rekening Nasabah 60.000.000  
 Cr. Investasi Musyarakah   60.000.000 
 
b. Apabila Nashiruddin tidak mampu mengembalikan modal musyarakah, 
BST akan mencatatnya sebagai piutang musyarakah jatuh tempo. Jurnal 
yang harus dibuat oleh BST apabila Nashiruddin tidak mampu melunasi 
modal musyarakah adalah : 
 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
02/04/13 Dr. Piutang Musyarakah – Jatuh Tempo 60.000.000  
 Cr. Investasi Musyarakah   60.000.000 
 
Kasus 2 
Tuan Riyadh sebagai nasabah giro wadiah Bank Nasional Islam (BNI) 
menandatangani akad musyarakah untuk usaha penggilingan padi yang dia kelola 
dengan Bank Nasional Islam (BNI) pada tanggal 2 April 2016 dengan skema 
sebagai berikut : 
Nilai Proyek    : Rp 80.000.000,00 
Kontribusi Bank   : Rp 50.000.000,00 (pembayaran tahap pertama 
  Rp 25.000.000,00 dilakukan tanggal 12 April 
  2016 dan pembayaran kedua sebesar 
  Rp.25.000.000,00 pada tanggal 12 Mei 2016) 
Kontribusi Tuan Riyadh  : Rp 30.000.000,00 
Nisbah Bagi Hasil   : Tuan Riyadh 75% dan BNI 25% 
Objek Bagi Hasil   : Laba bruto (Revenue Sharing) 
Skema Pelaporan dan  
Pembayaran Porsi Bank  : Setiap tiga bulan pada 2 Juli 2016 dan 2 Oktober 
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  2016 
Skema Pelunasan Pokok  : Musyarakah permanen (bukan MMq) dan akad 
akan berakhir pada tanggal 2 Oktober 2016 
 
berikut beberapa jurnal yang harus dicatat oleh BNI berkaitan transaksi musyarakah 
diatas. 
1. Penandatangan Akad Musyarakah 
Pada saat penandatangan akad musyarakah tanggal 2 April 2016, terdapat 2 
(dua) jurnal yang harus dicatat oleh BNI yaitu: 
a. Jurnal yang harus dibuat oleh BNI untuk mencatat kewajiban komitmen 
adalah : 
 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
02/06/12 Dr. Pos Lawan Kewajiban Komitmen Administratif 
Pembiayaan 
50.000.000  




b. Jurnal yang harus dibuat oleh BNI untuk mencatat penerimaan biaya 
administrasi dari nasabah adalah:  
 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
02/06/12 Dr. Giro Wadiah – Tuan Riyadh 500.000  
 Cr. Pendapatan Administrasi  500.000 
 
2. Pencairan Dana Musyarakah Tahap 1 
Pada tanggal 12 April 2016 BNI merealisasikan tahap 1 dana musyarakah 
kepada nasabah sebesar Rp 25.000.000,00. Pada tahap realisasi atau pencairan 
dana, pihak bank Syariah membuat 2 (dua) jurnal yaitu (1) membalik rekening 
kewajiban komitmen pembiayaan, dan (2) mencatat pembayaran investasi 
musyarakah kepada nasabah. Jurnal yang harus dibuat oleh BNI pada tanggal 
12 April 2016 adalah: 
 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
12/04/16 Dr. Kewajiban Komitmen Administratif Pembiayaan 25.000.000  
 Cr. Pos Lawan Kewajiban Komitmen Administratif 
Pembiayaan 
 25.000.000 
 Dr. Investasi Musyarakah 25.000.000  
 Cr. Giro Wadiah – Tuan Riyadh  25.000.000 
 
3. Pencairan Dana Musyarakah Tahap 2 
BNI melakukan pembayaran tahap 2 (dua) ada tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp 
25.000.000,00 kepada Tuan Riyadh. Jurnal yang harus dibuat BNI untuk 
mencatat pembayaran tahap 2 adalah: 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
12/05/16 Dr. Kewajiban Komitmen Administratif Pembiayaan 25.000.000  
 Cr. Pos Lawan Kewajiban Komitmen 
Administratif Pembiayaan 
 25.000.000 
 Dr. Investasi Musyarakah 25.000.000  
 Cr. Giro Wadiah – Tuan Riyadh  25.000.000 
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4. Pelaporan dan Pembayaran Bagi Hasil Musyarakah 
Tuan Riyadh melaporkan bagi hasil untuk BNI pada tanggal 2 Juli dan 2 
Oktober 2016. Berdasarkan laporan tersebut pada tanggal 2 Juli 2016 dan 2 
Oktober 2016, Tuan Riyadh memperoleh laba bruto sebesar Rp 14.000.000,00 
dan Rp 16.000.000,00. Pembayaran bagi hasil dilakukan pada tanggal yang 
sama dengan tanggal pelaporan. 
a. Jurnal yang harus dicatat oleh BNI pada tanggal 2 Juli 2016 untuk menerima 
pendapatan bagi hasil dari Tuan Riyadh adalah : 
 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
02/07/16 Dr. Giro Wadiah – Tuan Riyadh 3.500.000  
 Cr. Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah  3.500.000 
 
b. Jurnal yang harus dicatat oleh BNI pada tanggal 2 Oktober 2016 untuk 
menerima pendapatan bagi hasil dari Tuan Riyadh adalah : 
 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
02/10/16 Dr. Giro Wadiah – Tuan Riyadh 4.000.000  
 Cr. Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah  4.000.000 
 






Porsi Bagi Hasil 




02/07/16 Rp 14.000.000 Rp 3.500.000 Rp 10.500.000 
02/10/16 Rp 16.000.000 Rp 4.000.000 Rp 12.000.000 
 
5. Akad Musyarakah Berakhir 
Pada tanggal 2 Oktober 2016 akad musyarakah berakhir. Nasabah harus 
mengembalikan dana syirkah temporer musyarakah sebesar Rp 50.000.000,00 
kepada BNI. 
a. Apabila Tuan Riyadh mampu mengembalikan dana musyarakah yang 
diterimanya, maka jurnal yang harus dibuat oleh BNI adalah : 
 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
02/10/16 Dr. Giro Wadiah – Tuan Riyadh 50.000.000  
 Cr. Investasi Musyarakah  50.000.000 
 
b. Apabila Tuan Riyadh tidak mampu mengembalikan dana musyarakah yang 
diterimanya, maka jurnal yang harus dibuat oleh BNI adalah :  
  
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
02/10/16 Dr. Piutang Musyarakah – Jatuh Tempo 50.000.000  








F. Soal Diskusi 
PT Sentosa Jaya telah memenangkan tender pembangunan 5 gedung sekolah 
dasar di Kecamatan Medan Timur sebesar Rp 7.500.000.000 (tujuh setengah miliar 
rupiah). Untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, PT Sentosa Jaya menyetujui 
kerja sama dengan Bank Rakyat Syariah (BRS) dengan data-data sebagai berikut: 
 
Porsi Modal Kerja  : PT Sentosa Jaya 60% dan BRS 40% yang dibayar 
  sekaligus dalam bentuk uang tunai ke rekening  
  usaha bersama 
Nisbah   : PT Sentosa Jaya 50% dan BRS 50% 
Prinsip Bagi Hasil  : Revenue Sharing 
Jangka Waktu Akad : 12 Bulan 
 
Pada akhir akad diketahui bahwa biaya yang dikeluarkan untuk membangun 
Gedung tersebut adalah sebesar Rp 5.000.000.0000 (lima miliar rupiah). 
 
Diminta: 
Buat perhitungan dan jurnal sehubungan dengan transaksi tersebut yang 








































A. Pengertian Akad Ijarah 
Secara etimolgis, ijarah adalah nama untuk upah (ujrah). Sedangkan 
terminologi ijarah adalah kontrak atas jasa atau manfaat yang memiliki nilai 
eknomis (maqshudah), diketahui, legal diserah-terimakan kepada orang lain, 
dengan menggunakan upah yang diketahui. Secara subtansial, akad ijarah 
merupakan pemberian kepemilikan (tamlik) atas jasa atau manfaat barang sewaan. 
Sehingga status jasa atau manfaat barang sewaan selama dalam masa ijarah adalah 
hak milik penyewa (musta’jir). Karena itu, seorang musta’jir berhak menyewakan 
kembali barang sewaannya.32 
Menurut Sayyid Sabiq, ijarah adalah akad untuk mendapatkan manfaat dengan 
membayar ongkos. Manfaat bisa berupa manfaat benda seperti menempati rumah, 
mengendarai mobil, dan lainnya. Bisa juga berupa manfaat pekerjaan seperti 
pekerjaan insinyur dan arsitek, atau bisa berupa manfaat dari orang yang 
mencurahkan tenaga seperti pembantu dan karyawan. Ketika akad ijarah sah, pihak 
penyewa berhak mendapatkan manfaat dan pihak yang disewa berhak mendapatkan 
upah karena ijarah adalah akad barter.33 
Menurut DSN MUI revisi 2006, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna 
(manfaat) atau suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujroh) 
tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Bagi bank 
syariah, transaksi ini memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan jenis 
akad lainnya yaitu: 
1) Dibandingkan dengan akad murabahah, akad ijarah lebih fleksibel dalam 
hal objek transaksi. 
2) Dibandingkan dengan investasi, akad ijarah mengandung resiko usaha yang 
lebih rendah, yaitu adanya pendapatan sewa yang relatif tetap.34 
Akad ijarah mewajibkan pemberi sewa untuk menyediakan asset yang dapat 
digunakan atau dapat diambil manfaatnya selama periode akad dan memberikan 
hak kepada pemberi sewa untuk menerima upah sewa. Apabila terjadi kerusakan 
yang mengakibatkan penurunan nilai kegunaan dari aset yang disewakan dan bukan 
disebabkan karena kelalaian penyewa, pemberi sewa mempunyai kewajiban untuk 
menanggung biaya pemeliharaannya selama periode akad atau menggantinya 
 
32 Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqh Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-
Ekonomi, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), h. 278-279 
33 Sulaiman Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, (Jakarta: Beirut Publishing, 2013), h. 809 
34 Abdurrahim, Ahim, Rizal Yaya, Aji Erlangga, Akuntansi Perbankan Syariah; teori dan praktik 
kontemporer, (Jakarta: Salemba Empat, 2009) h. 286 
Tujuan Pembelajaran 
Pada bab ini, Saudara diharapkan mampu: 
1. Menjelaskan Pengertian Akad Ijarah 
2. Menjelaskan Jenis-jenis Akad Ijarah 
3. Menjelaskan Landasan Hukum Akad Ijarah 
4. Menjelaskan Rukun dan Ketentuan Akad Ijarah 
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dengan aset yang sejenis. Pengalihan kontrak atau aset yang disewa kemudian 
disewakan kembali pada pihak lain boleh dilakukan dengan baik dengan harga yang 
sama, lebih tinggi atau lebih rendah asalkan pemberi sewa mengizinkannya. 
 
B. Landasan Hukum Akad Ijarah 
Terdapat beberapa landasan hukum akad ijarah, yaitu: 
1) Al-Qur’an 
 “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata wahai bapakku ambillah ia 
sebagai orang yang bekerja dengan kita karena sesungguhnya orang yang 
paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat 
dipercaya” (QS. AlQashas: 26) 
 
“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu 
apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah 
kamu kepada Allah dan ketahuilah Allah Maha Melihat apa yang kammu 
kerjakan.” (Q.S. Al Baqarah: 233) 
 
2) Al Hadist 
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa rosulullah SAW bersabda, 
“Berbekam kamu, kemumdian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang 
bekam itu.” (Hr. Bukhari dan Muslim) 
 
Dari Umar bahwa Rosulullah bersabda, “Berikanlah upah pekerja sebelum 
kering keringatnya.” (Hr. Ibnu Majah) 
 
C. Jenis-Jenis Akad Ijarah 
1) Berdasarkan objek yang disewakan35 
Berdasarkan objek yang disewakan dibagi menjadi dua yaitu: 
a. Ijarah yang berhubungan dengan sewa asset atau properti, yaitu 
memindahkan hak untuk memakai asset dengan imbalan biaya sewa. 
Bentuk ijarah ini sama dengan leasing (sewa) pada bank konvensional.  
 
Pihak yang menyewa (lessee) disebut musta’jir, sedangkan pihak yang 
menyewakan (lessor) disebut mu’jir/muajir dan biaya sewa disebut 
ujrah. 
b. Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan 
seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang 
mempekerjakan disebut musta’jir, sedangkan pihak pekerja disebut ajir. 
Adapun pihak pekerja akan mendapatkan upah yang disebut ujrah.  
 
2) Berdasarkan PSAK 107 
Berdasarkan PSAK 107, ijarah dapat dibagi menjadi 3, tetapi yang dikenal 
secara luas adalah 2 jenis ijarah yang disebut pertama, yaitu: 
 
35 Salman, Riza Kautsar, Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah, (Jakarta: Indeks, 
2017), h. 423 
66 
 
a. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu asset atau 
jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah atau sewa (ujrah), 
tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas asset itu sendiri. 
b. Ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) merupakan ijarah dengan akad (janji) 
dari pemberi sewa berupa perpindahan kepemilikan objek ijarah pada 
saat tertentu (PSAK 107). Apabila terjadi perpindahan kepemilikan maka 
akan dibuat akad yang baru dan terpisah dari akad ijarah sebelumnya.  
 
D. Rukun Dan Ketentuan Akad Ijarah 
Rukun ijarah terdiri atas 3 yaitu: 
1) Transaktor yang terdiri atas penyewa (nasabah) dan pemberi sewa (bank 
syariah). 
2) Objek akad ijarah meliputi pembayaran sewa dan manfaat dari penggunaan 
aset. 
3) Ijab dan kabul dalam akad ijarah merupakan peryataan dari kedua belah 
pihak yang berkontrak, dengan cara penawaran dari pemilik aset (bank 
syariah) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah). 
 
Ketentuan akad ijarah adalah sebagai berikut: 
1) Pelaku harus cakap hukum dan baligh. 
2) Objek Akad Ijarah 
a. Manfaat aset/ jasa adalah sebagai berikut: 
• Harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak, misalnya 
sewa komputer. Maka komputer itu harus dapat berfungsi 
sebagaimana mestinya dan tidak rusak. 
• Harus yang bersifat dibolehkan secara syariah (tidak diharamkan) 
maka ijarah atas objek sewa yang melanggar perintah Allah tidak 
sah, misalnya mengupah seseorang untuk membunuh, menyewakan 
rumah untuk tempat main judi atau menjual khamar dan lain 
sebagainya. 
• Dapat dialihkan secara syariah, contoh manfaat yang tidak dapat 
dialihkan secara syariah sehingga tidak sah akadnya: 
1. Kewajiban shalat, puasa tidak dapat dialihkan karena ia 
merupakan kewajiban setiap individu. 
2. Memperkerjakan seseorang untuk membaca Al-Quran dan 
pahalanya (manfaatnya ditujukan untuk orang tertentu, karena 
pahala/nilai kebaikan akan kembali pada yang membacanya, 
sehingga tidak ada manfaat yang dialihkan). 
3. Barang yang dapat habis dikonsumsi tidak dapat dijadikan objek 
ijarah karena mengambil manfaat darinya sama saja 
memilikinya/ menguasainya.  Misalnya makanan/minuman / buah 
buahan atau uang (kas), jika mengambil manfaat darinya berarti 
menggunakannya. 
• Harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan 
ketidaktahuan yang dapat menimbulkan sengketa, misalnya kondisi 
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fisik mobil yang disewa.  Untuk mengetahui kejelasan fisik manfaat 
dari suatu aset dapat dilakukan indentifikasi fisik. 
• Jangka waktu penggunaan manfaat ditentukan dengan jelas, 
misalnya 2 tahun.36 
 
b. Sewa dan upah, yaitu sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa 
atau pengguna jasa kepada pemberi sewa atau pemberi jasa sebagai 
pembayaran atas manfaat aset atau jasa yang digunakannya. 
• Harus jelas besarnya dan diketahui oleh para pihak yang berakad. 
Misalnya, Berkah Toserba merekrut karyawannya yang ditugasnkan 
sebagai pramuniaga (hubungannya adalah pekerja dan pemberi 
kerja) dan gaji yang disepakati sebesar Rp. 2 juta perbulan. Tidak 
boleh menyaakan gajinya   tergantung dari penjualan perusahaan 
karena besarnya menjadi tidak pasti. 
• Boleh dibayarkan dalam bentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang 
serupa dengan objek akad. 
• Bersifat fleksibel, dalam arti dapat berbeda untuk ukuran waktu, 
tempat dan jarak serta lainya yang berbeda.  
 
Misalnya sewa atas mobil yang jenisnya sama misalnya Innova 2006, 
di Jakarta sewa perhari Rp. 500.000 sedangkan di Yogyakarta Rp. 
400.000 atau menyewa toko kalau digunakan untuk menjual pakaian 
harga sewanya Rp. 20 juta pertahun tapi kalau digunakan untuk 
bengkel Rp. 25 juta pertahun atau sewa toko untuk satu tahun Rp. 25 
juta tapi kalau 2 tahun Rp. 45 juta. Begitu di sepakati maka harga 
sewa akan mengikat dan tidak boleh berubah selama masa akad.37 
 
c. Ketentuan Syariah untuk Ijarah Muntahiya bit Tamlik. 
Terdapat beberapa ketentuan syariah untuk Ijarah Muntahiya bit Tamlik: 
• Pihak yang melakukan ijarah Muntahiya bit Tamlik harus 
melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan 
kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat 
dilakukan setelah berakhinya akad ijarah. 
• Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah 
adalah wa’ad, yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin 
dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang 
dilakukan setelah berakhirnya akad ijarah. 
 
3) Ijab Qabul 
Adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/ rela diantara pihak-pihak pelaku 
akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau 
menggunakan cara-cara komunikasi modern. 
 
 
36 Sri Nurhayati, Akuntansi Syariah Di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 236-237 
37 Ibid, h. 237 
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Setelah mengetahui rukun dan ketentuan Syariah tentang akad ijarah, maka 
akad ijarah dapat berakhir dengan sebab-sebab sebagai berikut: 
a. Periode akad sudah selesai sesuai perjanjian, namun kontrak masih dapat 
berlaku walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan, 
misalnya keterlambatan masa panen apabila menyewakan lahan untuk 
pertanian, maka dimungkinkan berakhirnya akad setelah selesai panen. 
b. Periode akad belum selesai tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat untuk 
menghentikan akad ijarah. 
c. Terjadi kerusakan pada aset. 
d. Penyewa tidak mampu membayar sewa. 
e. Salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk 
meneruskan akad karena memberatkannya. 
 
E. Perbedaan Ijarah Dengan Leasing 
Leasing dalam Islam disebut juga ijarah karena ijarah adalah akad yang 
mengatur pemanfaatan hak guna tanpa terjadi pemindahan kepemilikan oleh karena 
itu orang menyamakan ijarah ini dengan leasing. Hal ini terjadi karena kedua istilah 
tersebut sama-sama mengacu pada hal ikhwal sewa menyewa. 
Menyamakan ijarah dengan leasing tidak sepenuhnya salah, tapi tidak sepenuhnya 
benar pula. Karena pada dasarnya, walaupun terdapat kesamaan 
antara ijarah dan leasing, tetapi ada beberapa karakteristik yang membedakannya. 
Berikut adalah perbedaan antara ijarah dengan leasing yaitu: 
 
Keterangan Ijarah Leasing 
Objek Manfaat barang dan jasa Manfaat barang saja 
Metode Pembayaran a. Bergantung pada kinerja 
b. Tidak bergantung pada 
kinerja 
a. Tidak bergantung pada 
kinerja 
Pengalihan Hak a. Ijarah: tidak ada 
pengalihan hak 
b. IMBT: berjanji untuk 
menjual hibah pada awal 
periode 
1) Sewa operasi: tidak ada 
pengalihan hak 
2) Financial lease: opsi 
untuk membeli atau 
tidak membeli pada 
akhir periode 
Sewa Beli Bentuk leasing seperti ini 
haram karena akadnya 
gharar (yaitu antara sewa 
dan beli) 
Lease-purchase / sewa 
beli OK (two in one) 
Sale and lease back OK OK 
 
Dari tabel diatas ada lima aspek yang dapat kita cermati, yakni objeknya, 
metode pembayarannya, perpindahan kepemilikannya, lease purchase, dan sale 




Bila dilihat dari segi objek yang disewakan, leasing hanya berlaku untuk 
sewa menyewa barang saja. Jadi yang disewakan dalam leasing terbatas pada 
manfaat barang saja. Bila kita ingin mendapatkan manfaat tenaga kerja, kita 
tidak dapat menggunakan leasing. 
Dilain pihak, dalam ijarah objek yang disewakan bias berupa barang 
maupun jasa/tenaga kerja. Ijarah bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat 
tenaga kerja atau jasa disebut upah mengupah. Jadi yang disewakan dalam 
ijarah adalah manfaat barang maupun manfaat tenaga kerja. Dengan demikian, 
bila dilihat dari segi objeknya, ijarah memiliki cakupan yang lebih luas dari 
pada leasing. 
 
2. Metode Pembayaran 
Bila dilihat dari segi metode pembayarannya, leasing hanya memiliki satu 
metode pembayaran saja, yakni yang bersifat not contingent to performance. 
Artinya pembayaran sewa pada leasing tidak tergantung pada kinerja objek 
yang disewa. 
Di lain pihak, dari segi metode pembayarannya ijarah dapat dibedakan 
menjadi dua yaitu ijarah yang pembayarannya tergantung pada kinerja objek 
yang disewa (contingent to performance) dan ijarah yang pembayarannya tidak 
tergantung pada kinerja objek yang disewa (contingent to performance). Ijarah 
yang pembayarannya tergantung pada kinerja objek yang disewa disebut ijarah, 
gaji atau sewa. Sedangkan ijarah yang pembayarannya tidak tergantung pada 
kinerja objek yang disewa disebut ju’alah atau success fee. 
 
3. Pengalihan Hak 
Dari aspek perpindahan kepemilikan, dalam leasing kita kenal ada dua jenis: 
operating lease dan financial lease. Dalam operating lease, tidak terjadi 
pemindahan kepemilikan aset, baik diawal maupun diakhir periode sewa. 
Dalam financial lease, diakhir periode sewa si penyewa diberikan pilihan 
untuk membeli atau tidak membeli barang yang disewa tersebut. Jadi transfer 
of title masih berupa pilihan, dan dilakukan diakhir periode. Namun dalm 
praktiknya (di Indonesia), dalam financial lease sudah tidak ada opsi lagi untuk 
membeli atau tidak membeli, karena pilihan untuk membeli itu sudah dikunci 
diawal periode. Dalam perbankan syariah dikenal dengan ijarah muntahiya 
bittamlik/ IMBT (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga 
sewa dan jual disepakati pada awal perjanjian. Ada dua jenis IMBT: 
a) IMBT dengan janji menghibahkan barang di akhir periode sewa. 
b) IMBT dengan janji menjual barang pada akhir periode sewa. 
 
4. Sewa Beli 
Variasi lainnya dari leasing adalah lease purchase (sewa beli), yakni 
kontrak sewa sekaligus beli. Dalam syariah, akad lease and purchase ini 
diharamkan karena adanya two in one (dua akad sekaligus) dan ini 
menyebabkan gharar dalam akad, yakni ada ketidak jelasan akad. 
 
5. Sale and Lease Back 
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Dalam istilah fiqh, jual beli seperti ini dinamakan bai al-‘inah. Pada bai’ al-
‘inah terjadi ta’alluq yaitu dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan, 
sehingga berlakunya akad 1 tergantung pada akad 2, karena itu transaksi ini 




F. Contoh Soal Akad Ijarah 
 
Kasus 1 
Pada tanggal 10 Juni 2012, PT Iqra menandatangani perjanjian akad ijarah dengan 
Bank Syariah Islam (BSI) atas sebuah kendaraan bermotor. Sebelum akad ijarah 
ditandatangani, Bank Syariah Islam (BSI) melakukan pembelian asset kepada CV 
Anugerah Motor pada tanggal 25 Mei 2012. Adapun informasi tentang asset ijarah 
adalah: 
a. Biaya perolehan sebesar Rp 160.000.000,00. 
b. Umur ekonomis barang adalah 8 tahun. 
c. Masa sewa adalah 16 bulan. 
d. Nilai sisa adalah Rp 0. 
e. Sewa per bulan sebesar Rp 3.000.000,00. 
f. Biaya administrasi sebesar Rp 250.000,00. 
 
Pembayaran angsuran dilakukan pada setiap tanggal 10 dan angsuran pertama 
dilakukan pada tanggal 10 Juli 2012. 
 
Diminta: 
1. Buatlah jurnal pada saat pengadaan asset ijarah. 
2. Buatlah jurnal pada saat kesepakatan akad ijarah terjadi. 
3. Buatlah jurnal pada saat penerimaan pendapatan ijarah. 
 
Jawab: 
1. Pada saat pengadaan asset ijarah ke CV Anugerah Motor, BSI dapat melakukan 
jurnal sebagai berikut: 
 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
25/05/12 Dr. Persediaan Ijarah 160.000.000  
 Cr. Kas  160.000.000 
 
2. Pada saat akad ijarah disepakati dengan PT Iqra, Bank Syariah Islam (BSI) 
dapat melakukan jurnal sebagai berikut: 
 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
10/06/12 Dr. Aset Ijarah 160.000.000  
 Cr. Persediaan  160.000.000 
 Dr. Kas/Rekening Nasabah 250.000  
 Cr. Pendapatan Administrasi  250.000 
3. Pada saat penerimaan pendapatan ijarah secara bulanan, Bank Syariah Islam 





Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
10/07/12 Dr. Kas/Rekening Nasabah 3.000.000  
 Cr. Pendapatan Sewa (Ijarah)  3.000.000 
10/08/12 Dr. Kas/Rekening Nasabah 3.000.000  
 Cr. Pendapatan Sewa (Ijarah)  3.000.000 
10/09/12 Dr. Kas/Rekening Nasabah 3.000.000  
 Cr. Pendapatan Sewa (Ijarah)  3.000.000 
 
Apabila PT Iqra terlambat melakukan pembayaran dan Bank Syariah Islam 
(BSI) baru menerima pembayaran pada tanggal 15 Oktober 2012 untuk 
angsuran keempat, maka Bank Syariah Islam (BSI) dapat melakukan jurnal 
sebagai berikut: 
 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
10/10/12 Dr. Piutang Pendapatan Sewa (Ijarah) 3.000.000  
 Cr. Pendapatan Sewa – Akrual   3.000.000 
15/10/12 Dr. Kas/Rekening Nasabah 3.000.000  
 Cr. Piutang Pendapatan Sewa (Ijarah)  3.000.000 
 Dr. Pendapatan Sewa – Akrual 3.000.000  
 Cr. Pendapatan Sewa (Ijarah)  3.000.000 
 
Kasus 2 
Pada tanggal 5 Juli 2013, Bank Syariah Mentari (BSM) sebagai pemilik asset ijarah 
melakukan perbaikan atau pemeliharaan terhadap asset ijarah sebesar Rp 5.000.000 
secara tunai. Jurnal yang harus dibuat oleh Bank Syariah Mentari atas pengeluaran 
beban perbaikan adalah sebagai berikut: 
 
Tanggal Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) 
05/07/13 Dr. Beban Perbaikan Aset Ijarah 5.000.000  
 Cr. Kas/Rekening Nasabah  5.000.000 
 
G. Soal Diskusi 
Bank Amal Sentosa (BAS) memiliki dua buah mobil Kijang Innova dengan 
harga perolehan masing-masing sebesar Rp.120.000.000,00. Bank Amal Sentosa 
menetapkan kebijakan masa penyusutan mobil Kijang Innova selama 8 tahun. Atas 
permintaan nasabah, Bank Amal Sentosa menyewakan mobil Kijang Innova 
pertama dengan harga sewa sebesar Rp.4.000.000,00 per bulan. Sedangkan untuk 
mobil Kijang Innova kedua disewakan dengan prinsip Ijarah Muntahiya Bittamlik 




Buatlah perhitungan dan jurnal serta penyajian transaksi tersebut antara lain: 
1. Pengadaan asset ijarah 
2. Perhitungan penyusutan dan keuntungan sewa ijarah 
3. Penerimaan pendapatan sewa 
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